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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya
Laporan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Publik Bappebti Tahun 2026.
Laporan ini merupakan bagian dari komitmen Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi (Bappebti) dalam meningkatkan mutu layanan publik
secara berkelanjutan. Pelaksanaan survei bertujuan untuk mengetahui

sejauh mana layanan yang diberikan telah memenuhi harapan masyarakat.

Survei ini dilaksanakan berdasarkan pedoman dalam PermenPANRB Nomor
14 Tahun 2017, dengan cakupan lima jenis layanan, yaitu perizinan PBK, SRG,
PLK, layanan konsultasi hukum , dan informasi publik. Data yang diperoleh
diolah menjadi Indeks Kepuasan Pengguna Layanan sebagai dasar evaluasi
dan perbaikan kinerja pelayanan. Diharapkan hasilnya dapat menjadi

masukan yang konstruktif bagi peningkatan efektivitas layanan ke depan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh responden yang telah
berpartisipasi dan memberikan masukan dalam survei ini. Ucapan apresiasi
juga kami sampaikan kepada seluruh tim pelaksana dan pihak yang telah

mendukung proses penyusunan laporan ini hingga selesai.

Semoga laporan survei kepuasan pengguna layanan Bappebti Tahun 2026
dapat memberikan manfaat sebagai acuan pengambilan kebijakan dan

pengembangan pelayanan publik yang lebih baik di lingkungan Bappebti.

Jakarta, Juli 2026

Tim Pelaksana Survey
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PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah saat ini dinilai
masih belum memenuhi ekspektasi masyarakat, sebagaimana tercermin dari
berbagai keluhan yang disampaikan melalui media massa dan media sosial.
Apabila keluhan ini tidak segera ditindaklanjuti, hal tersebut dapat merugikan
citra pemerintah, bahkan berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan dari
masyarakat. Oleh karena itu, seluruh aparatur negara, khususnya yang
berada di garis depan pelayanan, perlu memberikan perhatian serius
terhadap peningkatan kualitas layanan publik, karena hal ini merupakan
bagian dari tugas dan fungsi yang melekat pada setiap instansi pemerintahan.
Tingkat kualitas pelayanan publik memiliki dampak luas, termasuk terhadap
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menjadi acuan penting bagi
kementerian/lembaga dalam mengevaluasi sekaligus memperbaiki kinerja

pelayanannya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63
Tahun 2003, terdapat sejumlah prinsip dasar dalam penyelenggaraan

pelayanan publik, yaitu:

a. Transparansi, yakni keterbukaan dalam penyediaan informasi yang

mudah diakses, cukup, dan dapat dipahami oleh semua pihak;

b. Akuntabilitas, yaitu layanan yang dapat dipertanggungjawabkan
secara hukum, dengan mekanisme pertanggungjawaban ganda

kepada lembaga legislatif maupun masyarakat;

c. Kondisional, yakni layanan yang disesuaikan dengan situasi,
kemampuan pemberi dan penerima layanan, serta tetap berlandaskan

efisiensi dan efektivitas;
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d. Partisipatif, yaitu mendorong keterlibatan masyarakat dalam
pelaksanaan layanan publik dengan memperhatikan aspirasi dan

kebutuhan mereka;

e. Kesetaraan hak, yakni layanan yang tidak diskriminatif terhadap latar

belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, atau status ekonomi;

f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yang menuntut kedua belah
pihak—pemberi dan penerima layanan—memenuhi hak dan tanggung

jawabnya masing-masing.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan publik, Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (PROPENAS) mendorong instansi pemerintah untuk
menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai alat ukur kualitas
pelayanan. Hal ini juga ditegaskan dalam PermenPANRB Nomor 14 Tahun
2017, yang mewajibkan kementerian/lembaga melakukan survei IKM secara
berkala pada unit pelayanan publiknya. PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017
memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan
masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan
kualitas pelayanan vyang diberikan. Penilaian masyarakat atas
penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan)
unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta
konsultasi pengaduan. Hasil survei IKM ini digunakan untuk mengidentifikasi
aspek pelayanan yang perlu ditingkatkan, serta menjadi dorongan bagi

penyelenggara layanan agar terus memperbaiki mutu pelayanannya.

Dalam konteks ini, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
(Bappebti) yang memiliki kewenangan dalam pembinaan, pengaturan,
pengawasan, dan pengembangan kegiatan di sektor Perdagangan Berjangka
Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas
(PLK), turut melakukan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap

layanan yang diberikan. Evaluasi ini penting dilakukan guna memastikan
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kinerja layanan Bappebti terus meningkat dan sesuai dengan kebutuhan
publik. Untuk mengetahui sejauh mana Bappebti mampu memberikan
kepuasan serta membangun kepercayaan masyarakat, perlu dilakukan
pengukuran terhadap tingkat kepuasan pengguna layanan. Pengukuran ini
didasarkan pada indikator-indikator tertentu yang telah ditetapkan dalam

PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 meliputi:

1) Persyaratan

2) Prosedur

3) Waktu layanan

4) Biaya/ tarif

5) Produk dan spesifikasi produk

6) Kompetensi pelaksana

7) Perilaku pelaksana

8) Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

9) Sarana dan prasarana

Dengan mengukur tingkat kepuasan dan faktor-faktor yang
mempengaruhi, diharapkan pimpinan Bappebti dapat menetapkan
kebijakan secara terarah guna memperbaiki dan meningkatkan kinerja

pelayanan.
2. Maksud dan Tujuan Survei

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, Survei
Kepuasan Pengguna Layanan Publik Bappebti Tahun 2026 dimaksudkan
untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan publik terhadap
kualitas layanan yang diberikan oleh Bappebti, serta untuk memperoleh
umpan balik yang konstruktif guna mendorong peningkatan kualitas
layanan secara berkelanjutan. Adapun tujuan dari pelaksanaan Survei

Kepuasan Pengguna Layanan Publik Bappebti Tahun 2026 sebagai berikut:

a. Mengetahui nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Publik

Bappebti pada layanan publik Bappebti yang mencakup
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penyelenggaraan: a) layanan perijinan PBK, b) layanan perijinan
SRG, c) layanan perijinan PLK, d) layanan konsultansi hukum; e)

layanan informasi publik selama periode Januari-Juni 2026;

b. Mengetahui perbandingan antar waktu kinerja layanan publik

Bappebti secara berkala;

c. Mengidentifikasi aspek-aspek layananyang sudah baik danyang masih

memerlukan peningkatan pada setiap jenis layanan;

d. Memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data untuk perbaikan

kualitas layanan Bappebti secara sistematis
3. Keluaran Pekerjaan

Keluaran dari pekerjaan survei kepuasan pengguna layanan publik

Bappebti Tahun 2026 terdiri dari:

a. Output: Dokumentasi hasil pekerjaan survei kepuasan pengguna
layanan publik Bappebti Tahun 2026 disajikan dalam laporan yang
diserahkan berupa: Dokumen laporan akhir survei kepuasan
pengguna layanan publik Bappebti Tahun 2026 sebanyak 4

eksemplar.

b. Outcome: Survey kepuasan layanan pengguna layanan publik
Bappebti Tahun 2026 diharapkan dapat meningkatkan
literasi/publikasi, menurunkan angka aduan publik, dan
mendorong/meningkatkan transaksi perdagangan berjangka

komoditi.

10
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METODE SURVEI

1. Metode Pengumpulan Data

Survei Kepuasan Pengguna Layanan Publik Bappebti Tahun 2026
menggunakan data primer. Data primer diperoleh dengan melakukan
proses survei kepada pengguna layanan publik Bappebti selama periode
Januari-Juni 2026. Survei daring yang dimaksud dapat diakses melalui
aplikasi office form, dengan rincian alamat pada website sebagai berikut:

a. Layanan Perijinan Bidang PBK di alamat https://bit.ly/surveipbk2026

b. Layanan Perijinan Bidang SRG di alamat https://bit.ly/surveiSRG2026

c. Layanan perijinan bidang PLK di alamat https://bit.ly/surveiPLK2026

d. Layanan Konsultasi Hukum di alamat https://bit.ly/surveihukum2026

e. Layanan Informasi Publik di alamat https://bit.ly/surveikip2026

2. Teknik Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability
sampling yakni menggunakan metode purposive sampling (Cooper dan
Schindler, 2014). Metode purposive sampling (disebut juga judgmental
sampling) adalah teknik pengambilan sampelnon-random di mana peneliti
memilih responden berdasarkan kriteria atau pertimbangan khusus yang
telah ditetapkan agar relevan dengan tujuan penelitian. Survei ini memilih
sampel riset berdasarkan kesesuaian dengan tujuan penelitian yang ingin
dicapai, dan kemudian ukurannya ditentukan dengan mempertimbangkan
jumlah pengguna layanan dan keterwakilan dari masing-masing jenis

layanan yang menjadi objek survei.

Berdasarkan pada Permenpan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, tabel sampel praktis tanpa

hitungan rumit, yaitu Tabel Morgan dan Krejcie. Jika populasi < 50 orang maka

11


https://bit.ly/surveipbk2026
https://bit.ly/surveiSRG2026
https://bit.ly/surveiPLK2026
https://bit.ly/surveihukum2026
https://bit.ly/surveikip2026

SURVEI KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN PUBLIK BAPPEBTI TAHUN 2026

digunakan total sampling (semua populasi dijadikan responden). Sementara
itu jika populasi besar (> 50) mengunakan rumus Slovin maupun

menggunakan Tabel Morgan dan Krejcie.

3. Definisi Operasional dan Pengukuran

Survei Kepuasan Pengguna Layanan Publik Bappebti menggunakan
instrumen kuesioner disusun sesuai teori dan konsep yang relevan dengan
tetap melakukan proses adaptasi sesuai perkembangan situasi dan
kondisi terkini. Pengambilan data survei dilakukan dengan daring
menggunakan layanan survei office form. Adapun variabel operasional

yang diuji yaitu, (1) Kepentingan; (2) Kepuasan.

Tabel 1 Definisi Operasional dan Pengukuran

Variabel Definisi Operasional Skala Pengukuran

|
Kepentingan Seberapa tinggi tingkat 1= Sangat Tidak Penting

kepentingan yang responden 2=Tidak Penting

rasakan terkait dengan layanan 3= Penting

yang diterima 4= Sangat Penting
Kepuasan Seberapa tinggi tingkat kepuasan 1= Sangat Tidak Puas

yang responden rasakan terkait 2=Tidak Puas

dengan layanan yang diterima 3= Puas

4= Sangat Puas

Sumber: Hasil oleh Data (2026)

Sesuai Permen PANRB No. 14 Tahun 2017 yang digunakan untuk
melakukan survei layanan perijinan PBK, SRG, dan PLK, serta layanan
konsultansi hukum dan layanan informasi publik, variabel kepuasan dan
kepentingan terdiri dari 9 (Sembilan) aspek layanan berdasarkan indikator-

indikator spesifik yang ditetapkan terdiri dari:

a) Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan
suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun

administratif.

12
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Prosedur Pelayanan adalah tata cara pelayanan yang dibakukan

bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis

pelayanan.

Biaya/Tarif adalah biaya yang dikenakan kepada penerima layanan
dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari
penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan

kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang
diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap

spesifik dari jenis pelayanan.

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki
oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan,

dan pengalaman.

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan

pelayanan.

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara

pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Sarana dan Prasarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai
sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana
adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama

terselenggaranya suatu proses pelayanan.

13
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4. Instrumen Survei

Instrumen survei yang digunakan pada survei ini berupa kuesioner yang
berisi pertanyaan terbuka dan tertutup. Untuk pertanyaan tertutup,
responden diminta untuk mengisi dan memberikan penilaian terhadap
pernyataan dalam kuesioner berdasarkan pilihan jawaban yang telah
disediakan oleh peneliti. Pertanyaan terbuka digunakan untuk
menampung saran dan kritik dari responden terhadap kinerja layanan
berdasarkan tugas dan fungsi. Dalam survei ini, kuesioner terbagi menjadi

dua bagian yaitu:

e Bagian A: Pada bagian ini berisi profil umum responden (baik
responden individu atau badan), identitas layanan, dan variabel
kepentingan dan kepuasan dari layanan publik yang diterima oleh
pelanggan. Output dari bagian A digunakan untuk menghitung skor
indeks kepuasan pengguna layanan perijinan PBK, SRG, PLK,
Konsultasi Hukum, dan Informasi publik. Hasil dari pengguna
layanan publik secara agregat akan dihitung menjadi nilai indeks

pengguna layanan publik Bappebti pada Tahun 2025.

e Bagian B: Pada bagian ini terdapat pertanyaan terbuka yang
menampung saran responden untuk perbaikan kinerja layanan dan

meningkatkan kepuasan pengguna layanan.
5. Metode Analisis Data
Data dan informasi yang diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Pengguna
Layanan Publik Bappebti kemudian diolah dengan menggunakan metode
analisis data yang sesuai. Dengan mengacu pada konsepsi pertanyaan

survei yang sudah ditetapkan, maka metode analisis data yang digunakan

dalam survei ini meliputi tiga bagian yakni:

I. Analisis deskiptif

14
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Metode ini digunakan untuk melihat tendensi sentral, sebaran dan
distribusi dari profil responden, kualitas layanan sesuai dengan
persepsi dan kepuasan pengguna layanan. Statistik deskriptif
berfungsi sebagai alat awal untuk mendeskripsikan data (Cooper

dan Schindler, 2014).
Perhitungan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL)

Penyusunan nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL)
diadaptasi dari Permen PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit
penyelenggara pelayanan publik yang disesuaikan dengan konteks
dan kebutuhan dari Bappebti. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

(IKPL) dijelaskan sebagai berikut:

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) dihitung dengan
menggunakan “nilai rata- rata tertimbang” masing-masing unsur
pelayanan. Dalam perhitungan Indeks Kepuasan Pengguna
Layanan Publik Bappebti terhadap sembilan unsur pelayanan yang
dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama

dengan rumus sebagai berikut:

a) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) dihitung dengan
menggunakan “nilai rata- rata tertimbang” masing-masing
unsur pelayanan. Dalam perhitungan Indeks Kepuasan
Pengguna Layanan Publik Bappebti terhadap sembilan unsur
pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki

penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

Jumlah Bobot

Nilai Tertimbang = Jumlah Unsur

b) Untuk memperoleh nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
(IKPL) pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata

tertimbang dengan rumus sebagai berikut:
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Total Nilai Persepsi Per Unsur
IKPL =

% Nilai terimb
Total Unsur yang Terisi liat terimbang

c) Dalam proses memudahkan interpretasi terhadap penilai
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) yaitu antara 25-100
maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan

nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:
Nilai Interval IKPL = Skor IKPL X 25

d) Data yang telah masuk, akan diolah dan dianalisa dengan
menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan SPSS. Pengolahan
data akan menghasilkan output seperti pada Tabel 2 di bawah
ini.

Tabel 2 Nilai Interval Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

(IKPL)
Nilai Nilai Interval  Nilai Interval Mutu Nilai Unit
Persepsi Konversi Pelayanan Pelayanan
(NI) (NIK) (X) (Y)
2 2.60-3.064 65.00-76.60 C Kurang Baik
3 3.064-3.532  76.61-88.30 B Baik
4 3.532-4.00 88.31-100.00 A Sangat Baik

Sumber: Permen PANRB No. 14 Tahun 2017

Analisis Konten (Content Analysis)

Dalam upaya mengekstraksi informasi strategis dari masukan
stakeholder vyang bersifat tidak terstruktur, penelitian ini
mengadopsi kerangka kerja Analisis Konten (Content Analysis).
Berlandaskan pada definisi fundamental Krippendorff (2018),
analisis konten dipahami bukan sekadar sebagai proses
pembacaan teks, melainkan sebagai teknik penelitian yang

replikabel dan valid untuk membuat inferensi dari data tekstual ke
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dalam konteks penggunaannya. Dalam perspektif pelayanan publik,
metode ini mentransformasi narasi keluhan yang "mentah" dan

subjektif menjadi data objektif yang dapat ditindaklanjuti.

Secara spesifik, penelitian ini menerapkan pendekatan Analisis
Konten Sumatif (Summative Content Analysis) sebagaimana
dijabarkan oleh Hsieh dan Shannon (2005). Pendekatan ini dinilai
paling relevan karena mengawali proses analisis dengan
penghitungan  frekuensi kata kunci (keywords) untuk
mengidentifikasi pola dominan, kemudian dilanjutkan dengan
interpretasi makna laten di balik kata-kata tersebut. Pendekatan ini
menjembatani kesenjangan antara metode kuantitatif (frekuensi
masalah) dan kualitatif (konteks masalah), memungkinkan peneliti
untuk memetakan intensitas ketidakpuasan masyarakat secara

akurat.

Untuk menjamin validitas proses pengolahan data, mekanisme
kodifikasi (coding) merujuk pada model alur Miles, Huberman, dan
Saldana (2014). Proses ini dimulai dari reduksi data, di mana teks
masukan dibersihkan dari distorsi bahasa (seperti kata hubung yang
tidak relevan), dilanjutkan dengan kodifikasi tingkat pertama untuk
melabeli kata kunci yang muncul. Kata kunci ini tidak dimaknai
secara tunggal, melainkan dianalisis menggunakan prinsip KWIC
(Key Word in Context) untuk memastikan bahwa kata "lama",
misalnya, benar-benar merujuk pada keluhan durasi pelayanan,

bukan aspek lain.

Pada tahap akhir sintesis, berbagai kode kata kunci yang telah
teridentifikasi kemudian dikelompokkan (pattern coding) ke dalam
kategori apriori yang merujuk pada 9 Unsur Pelayanan sesuai
Permenpan RB No. 14 Tahun 2017. Integrasi teoritis ini menegaskan
bahwa penggunaan teknik kodifikasi kata kunci merupakan

instrumen metodologis yang efektif untuk mendiagnosis kinerja
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birokrasi, secara sistematis menjadi indikator kinerja yang terukur

dan berstandar regulasi.
6. Tahapan Survei
Pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Publik Bappebti Tahun
2026 dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan,

pelaksanaan, pengolahan dan penyajian hasil survei, yang mencakup

langkah-langkah, sebagai berikut:
1) Menyusun instrumen survei,
2) Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel,
3) Menentukan responden,
4) Melaksanakan survei,
5) Mengolah hasil survei,
6) Menyajikan dan melaporkan hasil.

Tahapan penyelenggaraan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Publik
Bappebti terhadap penyelenggaraan pelayanan publik ini didasarkan pada

metode dan teknik yang dapat dipertanggungjawabkan.
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ANALISIS DATA

1. Responden Survei

Responden survei ditentukan berdasarkan proporsi terhadap jumlah daftar
responden yang disediakan oleh Bappebti sesuai dengan pengguna
Layanan Publik Bappebti pada Periode Januari-Juni 2026. Tabel 3
merupakan jumlah responden pada Survei Kepuasan Pengguna Layanan
Publik Bappebti Tahun 2026. Layanan Perijinan PLK tidak disurvei pada
tahun ini karena tidak terdapat pengguna layanan yang dapat dijadikan

responden.

Tabel 3 Jumlah Responden Survei Kepuasan Pengguna Layanan Publik

Bappebti Tahun 2026

Jumlah Responden

No Jenis Survei

T2-2025 2026
1 Layanan Perijinan Bidang PBK ﬂ
2 Layanan Perijinan Bidang SRG 9 5
3 Layanan Perijinan Bidang PLK 1 N/A
4  Layanan penyelesaian perselisihan 58 56
dan konsultasi hukum

5 Layanan Informasi Publik 35 17
Total Responden 165 166

Sumber: Hasil oleh data (2026)

2. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Validitas adalah tingkat keandalan dan kesahihan alat ukur yang
digunakan. Intrumen dikatakan valid berarti menunjukkan alat ukur yang
dipergunakan untuk mendapatkan data itu valid atau dapat digunakan

untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2004). Dengan
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demikian, instrumen yang valid merupakan instrumen yang benar-benar
tepat untuk mengukur apa yang hendak diukur. Uji validitas dilakukan
untuk memastikan apakah alat atau instrumen yang digunakan dalam
survei mampu secara valid mengukur apa yang seharusnya diukur (Cooper
dan Schindler, 2014). Dalam survei ini uji validitas diukur dengan product
moment pearson correlation. Jika r hitung = r tabel (uji 2 sisi dengan sig.

0,05) maka instrumen kuisioner valid.

Reliabilitas adalah ukuran yang menujukkan bahwa alat ukur yang
digunakan dalam penelitian keperilakuan mempunyai keandalan sebagai
alat ukur, diantaranya di ukur melalui konsistensi hasil pengukuran dari
waktu ke waktu jika fenomena yang diukur tidak berubah (Harrison, dalam

Zulganef, 2006).

Menurut Cooper dan Schindler (2014), instrumen pengukuran dikatakan
reliabel apabila instrumen tersebut mampu memberikan hasil yang
konsisten dari waktu ke waktu dengan situasi dan kondisi yang berbeda.
Kriteria untuk reliabilitas output dilakukan uji dengan menggunakan nilai
cronbach’s alpha. Jika nilai cronbach’s alpha > r-tabel artinya reliabilitas

mencukupi.
a. UjiValiditas dan Reliabilitas Instrumen Pada Layanan Perijinan PBK

Dalam memastikan validitas dan reliabilitas instrument pada survei
layanan perijinan PBK, dilakukan uji validitas dengan membandingkan
nilai R-niung (Rh) seperti pada Tabel 4 di bawah ini dengan R-i.pe (Rt) pada
taraf signifikansi 5 persen dengan jumlah responden sebanyak 62
orang. Bila R-niung lebih besar dari R-i.pe, maka didapati hasil uji validitas

sebagai berikut (Tabel 4).
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Tabel 4 Hasil Uji Validitas Variabel Kepuasan Layanan Perijinan PBK

R-hitung R-tabel Validitas

No Aspek Layanan
(Rn) (R (Rn>Ry
1 Persyaratan Pelayanan m
2 Prosedur Pelayanan 0,712 0,256 Valid
3 Waktu Pelayanan 0,569 0,256 Valid
4 Biaya/Tarif 0,699 0,256 Valid
5 Produk Spesifikasi Pelayanan 0,723 0,256 Valid
6 Kompetensi Pelaksana 0,788 0,256 Valid
7 Perilaku Pelaksana 0,766 0,256 Valid
8 Penanganan Pengaduan, 0,256 Valid
Saran dan Masukan 0,757

9 Sarana dan Prasarana 0,775 0,256 Valid

Sumber: Hasil analisis (2025)

Dalam survei ini, reliabilitas variabel diukur dengan menggunakan
cronbach’s alpha. Jika nilai cronbach’s alpha (a) > R-ubel Rt) artinya
reliabilitas mencukupi (sufficient reliability). Berdasarkan nilai
cronbach’s alpha yang dirangkum di Tabel 5, terlihat bahwa seluruh
item pengukuran kriteria kepuasan layanan perijinan PBK memiliki nilai
cronbach’s alpha di atas R-wpe dimana hasil ini menunjukkan tingkat
reliabilitas cukup tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel

dalam instrumen survei ini adalah reliabel.

Tabel 5 Hasil Uji Validitas Variabel Reliabilitas Layanan Perijinan PBK

Nilai Acuan Nilai Cronbach's Alpha Kesimpulan

|
0,70 0,943 Reliabel

Sumber: Hasil analisis (2025)

Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen pada Layanan Perijinan SRG

Guna memastikan validitas dan reliabilitas instrumen pada survei
layanan perijinan SRG, dilakukan uji validitas dengan membandingkan

nilai R-niung (Rh) seperti pada Tabel 6 di bawah ini dengan R-i.pe (Rt) pada
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taraf signifikansi 5 persen dengan jumlah responden sebanyak 5 orang
pengguna layanan Bappebti. Bila R-niwng (Rh) lebih besar dari R-tape (Rt),
maka dapat disimpulkan bahwa instrumen survei ini valid untuk

digunakan.

Tabel 6 Hasil Uji Validitas Variabel Kepuasan Layanan Perijinan SRG

No Aspek Layanan R-hitung R-tabel Validitas
(Rh) (Rt) (Rh > Rt)
1 Persyaratan Pelayanan m
2 Prosedur Pelayanan 0,855 0,805 Valid
3  Waktu Pelayanan 0,855 0,805 Valid
4  Biaya/Tarif 0,934 0,805 Valid
5 Produk Spesifikasi Pelayanan 0,855 0,805 Valid
6 Kompetensi Pelaksana 0,855 0,805 Valid
7 Perilaku Pelaksana 0,855 0,805 Valid
8 Penanganan Pengaduan, Saran 0,805
Valid
dan Masukan 0,855
9 Saranadan Prasarana 0,855 0,805 Valid

Sumber: Hasil analisis (2025)

Untuk melakukan uji reliabilitas dari instrumen yang digunakan untuk
survei kepuasan layanan perijinan SRG dilakukan dengan
membandingkan nilai cronbach’s alpha dengan nilai R-..pe (Rt) seperti

pada Tabel 7 sehingga didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 7 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Layanan Perijinan SRG

Nilai Acuan Nilai Cronbach's Alpha Kesimpulan
|
0,70 1,031 Reliabel

Sumber: Hasil analisis (2025)
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Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen pada Layanan Konsultasi

Hukum

Dalam survei ini, uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai
R-nitung (Rn) seperti pada tabel di bawah ini dengan R-iwpe (Rt) pada taraf
signifikansi 5 persen dengan jumlah responden sebanyak 58 orang
yang merupakan pengguna layanan publik konsultasi hukum.
Berdasarkan Tabel 8 tersebut didapatkan nilai R-nwng (Rh) lebih besar
dari R-wpel (Rt), maka dapat disimpulkan bahwa instrumen survei ini

valid untuk digunakan.

Tabel 8 Hasil Uji Validitas Variabel Kepuasan Layanan Konsultasi

Hukum
No Aspek Layanan R-hitung R-tabel Validitas
(Rh) (Rt) (Rh > Rt)
|
1 Persyaratan Pelayanan 0,894 0.259 Valid
2 Prosedur Pelayanan 0,894 0.259 Valid
3 Waktu Pelayanan 0,660 0.259 Valid
4 Biaya/Tarif 0,650 0.259 Valid
5 Produk Spesifikasi 0,800 0.259
Valid
Pelayanan
6 Kompetensi Pelaksana 0,855 0.259 Valid
7 Perilaku Pelaksana 0,857 0.259 Valid
8 Penanganan Pengaduan, 0,833 0.259
Valid
Saran dan Masukan
9 Sarana dan Prasarana 0,884 0.259 Valid

Sumber: Hasil analisis (2026)

Untuk melakukan uji reliabilitas dari instrumen yang digunakan untuk
survei kepuasan layanan publik konsultasi hukum Bappebti dilakukan
dengan membandingkan nilai cronbach’s alpha dengan nilai R-tpe (Rt)

seperti pada Tabel 9 didapatkan hasil sebagai berikut.
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Tabel 9 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Layanan Publik Konsultasi

Hukum
Nilai Acuan Nilai Cronbach's Alpha Kesimpulan
|
0,70 0,913 Reliabel

Sumber: Hasil analisis (2026)

Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen pada Layanan Informasi Publik

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai R-niwung (Rh) seperti
pada tabel di bawah ini dengan R-une (Rt) pada taraf signifikansi 5
persen dengan jumlah responden sebanyak 17 orang yang merupakan
pengguna layanan informasi publik. Berdasarkan Tabel 10 tersebut
didapatkan nilai R-nwng (Rh) lebih besar dari R-wpel (Rt), maka dapat

disimpulkan bahwa instrumen survei ini valid untuk digunakan.

Tabel 10 Hasil Uji Validitas Variabel Kepuasan Layanan Informasi

Publik Bappebti

No Aspek Layanan R-hitung R-tabel Validitas
(Rh) (Rt) (Rh > Rt)
1 Persyaratan Pelayanan m
2 Prosedur Pelayanan 0,804 0.482 Valid
3 Waktu Pelayanan 0,626 0.482 Valid
4 Biaya/Tarif 0,831 0.482 Valid
5 Produk Spesifikasi 0,897 0.482 Valid
Pelayanan
6 Kompetensi Pelaksana 0,840 0.482 Valid
7 Perilaku Pelaksana 0,983 0.482 Valid
8 Penanganan Pengaduan, 0,948 0.482 Valid

Saran dan Masukan

9 Sarana dan Prasarana 0,848 0.482 Valid

Sumber: Hasil analisis (2026)
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Untuk melakukan uji reliabilitas dari instrumen yang digunakan untuk
survei kepuasan layanan informasi publik Bappebti dilakukan dengan
membandingkan nilai cronbach’s alpha dengan nilai R-iape (Rt) seperti
pada Tabel 11 di dapatkan hasil sebagai berikut.
Tabel 11 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Layanan Publik Layanan
Informasi Publik Bappebti

Nilai Acuan Nilai Cronbach's Alpha Kesimpulan
|
0,70 0,957 Reliabel

Sumber: Hasil analisis (2025)

3. Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Perijinan PBK

Analisis survei kepuasan layanan perijinan PBK dimulai dengan identifikasi
profil responden, meliputi ulasan mengenai demografi serta beberapa
informasi yang relevan untuk dilakukan analisis lebih lanjut seperti
interaksi layanan dan analisis deskriptif yang berisi gambaran mengenai

data yang diteliti dalam survei kepuasan layanan perijinan PBK.
a. ProfilResponden

Penelitian mengenai survei kepuasan pengguna layanan perijinan PBK
yang diberikan oleh Biro pembinaan dan pengembangan PBK ditujukan
kepada responden yang pernah berinteraksi dan menggunakan
layanan perijinan PBK selama periode Januari-Juni 2026. Di dalam
survei ini total kuesioner yang telah diisi oleh responden dan valid
untuk dilanjutkan ke dalam tahapan analisis sebanyak 56 kuesioner.
Pada Gambar 1 dan 2 di bawah ini menunjukan kategori responden

berdasarkan jenis kelamin dan usia responden.
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Gambar 1 Kategori Gambar 2 Kategori
Responden berdasarkan Responden Berdasarkan
Jenis kelamin Usia Responden

7%
L

® 17-25

28%
21%

® Laki-laki ® 26-35

@ 36-40
® 41-50
\ @ >51 9%

32%

@® Perempuan

72%

Sumber: Hasil analisis (2026)

Pada Gambar 3 di bawah ini menunjukan kategori responden
berdasarkan jenis pelaku usaha di bidang PBK. Pada survei ini
didapatkan informasi bahwa seluruh responden yang menilai tingkat
kepuasan layanan merupakan bagian dari pelaku usaha PBK dan juga
merupakan stakeholder Bappebti. Dimana mayoritas merupakan
pialang berjangka sebanyak 67 persen dan 29 persen merupakan
penasehat berjangka, dan merupakan pedagang emas berjangka dan

penasihat berjangka.

Sementara itu, berdasarkan jawaban dari responden juga dapat dilihat
waktu terakhir penggunaan layanan perijinan PBK dapat dilihat pada
Gambar 4. Hal ini menunjukkan bahwa responden survei merupakan
pengguna layanan dari Biro pembinaan dan pengembangan PBK.
Sehingga data yang didapatkan dari survei dapat dipertanggung
jawabkan keabsahannya untuk digunakan, sehingga dapat dilakukan
analisis lebih lanjut untuk menghitung nilai indeks kepuasan pengguna

layanan perijinan PBK.
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Gambar 3 Kategori Gambar 4 Kategori
Responden berdasarkan Responden Berdasarkan
pelaku usaha PBK waktu terakhir menggunakan
layanan
4%
18% 1

® 1-3kali

4% . ® 4-6kali
® Pialang Berjangka

® 7-9kali

49%

@® Penasehat Berjangka
® > 10kali

® Pedagang Pasar Fisik

@® Other

28%

Sumber: Hasil analisis (2026)

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai
data yang diteliti dalam survei yang dilakukan. Analisis deskriptif yang
ditampilkan berupa nilai rataan setiap aspek pada variabel
kepentingan dan variabel kepuasan pada kuesioner Bagian A. Tujuan
dari analisis ini adalah untuk mengetahui secara detil, bagian mana
dari aspek layanan yang memiliki skor rataan lebih kecil daripada 3,00
(rendah) dan skor rata-rata lebih besar daripada 3,00 (tinggi) pada

setiap aspek layanan.

Analisis deskriptif yang ditampilkan secara keseluruhan tersaji di Tabel
12. Berdasarkan informasi Tabel 12, didapati semua aspek pada
variabel kepentingan dan variabel kepuasan layanan perijinan PBK
sudah berada diatas nilai cut-off (> 3,00). Namun masih terdapat gap

antara kepentingan dan kepuasan yang dirasakan oleh responden.
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Tabel 12 Perbandingan Variabel Kepentingan dan Kepuasan Layanan

Perijinan PBK Tahun 2026

Nilai rata-rata Nilai rata-rata
No Aspek Layanan Gap
kepentingan kepuasan
|
A1l Persyaratan Pelayanan 3,80 3,68 -0,13
A2 Prosedur Pelayanan 3,80 3,73 -0,07
A3 Waktu Pelayanan 3,79 3,63 -0,16
A4 Biaya/Tarif 3,50 3,73 0,23
A5 Produk Spesifikasi
3,75 3,70 -0,05
Pelayanan
A6 Kompetensi Pelaksana 3,82 3,74 -0,08
A7 Perilaku Pelaksana 3,90 3,77 -0,13
A8 Penanganan Pengaduan,
3,86 3,79 -0,07
Saran dan Masukan
A9 Sarana dan Prasarana 3,78 3,73 -0,05

Sumber: Hasil analisis (2026)

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) Perijinan PBK

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) perijinan PBK guna
menjawab pertanyaan riset yang pertama (PR1) yakni “Bagaimana
tingkat kepuasan pengguna layanan perijinan PBK?”. Perhitungan nilai
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) dihitung dari hasil penilaian
persepsi kepuasan responden atas 9 aspek layanan. Responden
memberikan nilai kepuasan dengan rentang 1 s.d. 4, dengan makna
yakni 1 = Sangat Tidak Puas, 2 = Tidak Puas, 3 = Puas, dan 4 = Sangat
Puas. Kemudian nilai rata-rata kepuasan layanan tersebut digunakan
sebagai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL). Pada Tabel 13
menunjukkan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) perijinan

PBK.
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Tabel 13 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) Perijinan PBK
tahap 2 Tahun 2025

Nilai Rata- @i Rata-
No Aspek Pelayanan rata rata

tertimbang

A1  Persyaratan Pelayanan ﬂ
A2  Prosedur Pelayanan 3,73 0,41
A3  Waktu Pelayanan 3,63 0,40
A4 Biaya/Tarif 3,73 0,41
A5 Produk Spesifikasi Pelayanan 3,70 0,41
A6 Kompetensi Pelaksana 3,74 0,42
A7 Perilaku Pelaksana 3,77 0,42
A8 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 3,79 0,42
A9 Saranadan Prasarana 3,73 0,41
Nilai Rata-Rata Tertimbang 3,72
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 93,04
Huruf Mutu Layanan A
Mutu Layanan Sangat Baik

Sumber: Hasil analisis (2026)

Berdasarkan perhitungan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL)
perijinan PBK maka dapat disimpulkan bahwa nilai IKPL perijinan PBK
Tahun 2026 sebesar 93,04. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan
(lihattabel 2), nilai IKPL perijinan PBK termasuk ke dalam mutu layanan
‘A’, dengan kriteria layanan Sangat Baik. Dalam menjawab pertanyaan
riset kedua (PR2) “Bagaimana perbandingan kinerja antar waktu
perijinan PBK” maka dilakukan perbandingan nilai Indeks Kepuasan
Pengguna Layanan (IKPL) perijinan PBK antar waktu dalam kurun satu
Tahun terakhir. Perbandingan IKPL antar waktu per aspek layanan

dapat dilihat pada Tabel 14 di bawah.
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Tabel 14 Perbandingan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL)
Perijinan PBK Tahun 2026

Nilai Rata-Rata Tertimbang

No Aspek Pelayanan
2025 2026 Gap

A1 Persyaratan Pelayanan m
A2 Prosedur Pelayanan 3,74 3,61 -0,13
A3 Waktu Pelayanan 3,6 3,38 -0,22
A4 Biaya/Tarif 3,74 3,68 -0,06
A5 Produk Spesifikasi Pelayanan 3,69 3,59 -0,10
A6 Kompetensi Pelaksana 3,76 3,67 -0,09
A7 Perilaku Pelaksana 3,81 3,67 -0,14
A8 Penanganan Pengaduan, Saran dan 3,79 3,63 -0,16

Masukan

A9 Sarana dan Prasarana 3,76 3,68 -0,08
Nilai Rata-Rata 3,73 3,72 -0,01
Nilai IKPL 93,31 93,04 -0,27

Sumber: Hasil analisis (2026)

Berdasarkan data evaluasi aspek pelayanan pada tabel tersebut,
secara umum terjadi tren penurunan tingkat kualitas pelayanan dari
tahun 2025 ke 2026 yang ditandai dengan terkoreksinya Nilai Indeks
Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) perijinan PBK dari 93,31 menjadi
93,04 serta penurunan nilai rata-rata keseluruhan dari 3,73 menjadi
3,72. Secara spesifik, hampir seluruh skor absolut pada kesembilan
aspek pelayanan mengalami penurunan, di mana aspek "Perilaku
Pelaksana" (A7) menjadi titik evaluasi paling kritis dengan catatan gap
negatif terbesar yaitu -0,04. Meskipun mayoritas aspek menunjukkan
tren defisit, indikator gap merekam anomali positif pada aspek "Waktu
Pelayanan" (A3) dan "Produk Spesifikasi Pelayanan" (A5) yang masing-
masing mencatatkan kenaikan nilai IKPL sebesar +0,03 dan +0,01.
Kondisi ini secara analitis mengindikasikan perlunya intervensi

strategis dan perbaikan berkelanjutan yang difokuskan pada
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pengembangan sumber daya manusia khususnya terkait perilaku
pelaksana dan prosedur pendukung guna memitigasi penurunan mutu

dan membalikkan tren kinerja pelayanan di periode mendatang.

Hubungan Antara Tingkat Kepentingan Layanan dan Tingkat Kepuasan

Pengguna Layanan

Dalam menjawab tujuan dalam survei “aspek layanan yang sudah baik
dan perlu dipertahankan” dan “aspek layanan yang masih perlu
ditingkatkan” dilakukan analisis lanjutan menggunakan matrik
importance performance analysis (IPA). Pada Gambar 5 menunjukkan
matriks ekspektasi-kualitas layanan perijinan PBK. Titik perpotongan
sumbu vertikal dan horizontal pada matriks merupakan nilai rata-rata

ekspektasi dan kualitas layanan perijinan PBK.

Matriks importance performance analysis (IPA) dibagi ke dalam empat
kuadran: kuadran | (high expectation-high quality, kanan atas), kuadran
Il (high expectation-low quality, kanan bawah), kuadran Il (high
expectation-low quality, kiri bawah), dan kuadran IV (low expectation-
high quality, kiri atas). Matriks IPA menunjukan nilai relative
expectation (variabel kepentingan) and quality (variabel kepuasan) dari

sembilan aspek layanan.

Gambar 5 Matriks IPA Layanan Perijinan PBK Tahun 2026

4,000

Kuadran 4: Melebihi Ekpektasi Kuadran 1: pertahankan

3,800

PERFORMANCE

3,600
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Berdasarkan matrik /Importance-Performance Analysis (IPA) pada
Gambar 5, pemetaan evaluasi kinerja Layanan Perijinan PBK Tahun
2026 mengindikasikan distribusi strategis kesembilan aspek layanan
ke dalam empat kuadran utama sebagai landasan perumusan tindak
lanjut perbaikan yang berkelanjutan. Secara sistematis, analisis
menunjukkan bahwa elemen Penanganan Pengaduan (A8), Perilaku
Pelaksana (A7), Kompetensi Pelaksana (A6), Prosedur Pelayanan (A2),
serta Sarana dan Prasarana (A9) terkonsentrasi pada Kuadran 1
(Pertahankan); hal ini mengonfirmasi bahwa kelima aspek tersebut
memiliki tingkat urgensi ekspektasi yang tinggi di mata pengguna
layanan dan telah berhasil diimbangi dengan realisasi kinerja aktual
yang memadai, sehingga keandalannya mutlak harus dijaga secara

konsisten.

Sebaliknya, intervensi strategis dan alokasi sumber daya harus segera
difokuskan pada area kritis di Kuadran 2 (Prioritas), yang dihuni oleh
aspek Persyaratan Pelayanan (A1) dan Waktu Pelayanan (A3),
mengingat keduanya dinilai sangat krusial bagi kepuasan masyarakat
namun capaian kinerjanya masih defisit atau berada di bawah garis
rata-rata. Sementara itu, untuk elemen Produk Spesifikasi Pelayanan
(A5) yang berada pada Kuadran 3 (Prioritas Rendah) serta aspek
Biaya/Tarif (A4) pada Kuadran 4 (Melebihi Ekspektasi), manajemen
dapat menerapkan strategi rasionalisasi, di mana efisiensi sumber
daya pada area yang dianggap kurang esensial oleh publik ini dapat
direlokasi untuk mengoptimalkan perbaikan struktural pada sektor-
sektor prioritas utama guna menaikan agregat Indeks Indeks Kepuasan

Pengguna Layanan Perijinan PBK ke depannya.
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Saran Dan Masukan Untuk Layanan Perijinan PBK

Pada survei kepuasan pengguna Layanan Perijinan PBK Tahun 2026
terdapat bagian ‘B’ yang berisikan saran dan masukan yang diisi oleh
responden. Pada bagian ini cukup penting dalam analisis lanjutan dari
survei karena menggambarkan secara jelas ekspektasi pengguna
layanan perijinan PBK. Kemudian dari saran dan masukan yang
didapatkan dari responden, dilakukan kodefikasi dengan
mengklasifikasikan berdasarkan tone (nuansa) dari saran yang
diberikan apakah positif (+), netral (=), atau negatif (-). Setelahnya
dilakukan simplifikasi dan kodifikasi berdasarkan kata kunci, dan area
perbaikan yang menjadi titik fokusnya. Informasi lebih mendalam

dapat dilihat pada Tabel 15 di bawah ini.

Tabel 15 Saran dan Masukan untuk Pengguna Layanan Perijinan PBK

Tone Area
ID Saran dan Masukan Kata Kunci
(+) (=) () Perbaikan
|
PBK. Pelayanan sudah N
01 bagus
PBK. Pelayananyang N

02 diberikan sudah

sangat memuaskan

PBK. Mohon respon setiap N Respon PIC Waktu
03 PIC ditingkatkan pelayanan;
perilaku
pegawai
PBK. Pelayanan sudah N

04 bagus dan dapat
ditingkatkan

PBK. Mempercepat proses Kecepatan Waktu
05 perizinan dan dan pelayanan;
persetujuan ketanggapan perilaku
pegawai
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Tone Area
ID Saran dan Masukan Kata Kunci
(+) = ) Perbaikan
PBK. Mempercepat proses W
06 perzinan pelayanan;
PBK. lebih meningkatkan N Transparansi Peningkatan
07 pelayanan Bappebti informasi pelayanan
agar lebih prima dan termasuk
memuaskan, fokus transparans
utama harus pada i informasi
transparansi
informasi, efisiensi
operasional, dan
literasi publik.
PBK. Pelayananyangtelah +
08  diberikan oleh
Bappebti selamaini
sudah sangat prima
dan memuaskan.
Semoga Bappebti
tetap dapat
mempertahankan
memberikan
pelayanan yang Prima
dan Memuaskan.
PBK. Masih ada beberapa N Kecepatan Waktu
09 bagian yang dan jadwal pelayanan
melakukan fungsi pelayanan
pelayanannya kurang
cepat dan tidak
terjadwal.
PBK. Walaupun sedang N Kecepatan Waktu
10  WFAtolong proses pelayanan pelayanan

perijinan yang

diajukan oleh Pialang
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Tone Area
ID Saran dan Masukan Kata Kunci
(+) (=) () Perbaikan

tetap dilakukan dan

menjadi Prioritas

pekerjaannya.
PBK. Cukup \
11
PBK. Pelayanan dari N

12 bappebti saatini

sudah sangat baik

PBK. Sudah bagus N
13
PBK. Mohon penerbitan N Kecepatan Waktu
14 keputusan kepala dan pelayanan
Bappebti tidak terlalu ketanggapan

lama (setelah

persyaratan terpenuhi

semua)
PBK. Sudah bagus dan N Kecepatan Waktu
15  respon petugasnya pelayanan pelayanan

juga sudah cepat
tanggap hanya saja
butuh wktu lama di
bagian finalisasi

pejabat berwenang

PBK. Harus lebih sigap N Ketanggapan Perilaku
16 pegawai
PBK. Tidak ada \
17
PBK. Sayasangatberharap + Kecepatan Waktu
18 agar waktu proses pelayanan pelayanan

pengajuan di sistem
perizinan online

menjadi lebih cepat
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Tone Area
Kata Kunci
(+) (=) () Perbaikan

ID Saran dan Masukan

PBK. Bappebti dapat lebih N Pembinaan Peningkatan
19 proaktif dalam hal dan koordinasi;
pembinaan yang koordinasi sikap
berbasis koordinasi pegawai
kepada pelaku usaha,
hal tersebut
diharapkan dapat
meningkatkan sinergi
dalam industri PBK.
PBK. Saatini bappebtitelah
20 memberikan kinerja
dan pelayanan yang
memuaskan dan
maksimal
PBK. Digitalisasi perijinan Digitalisasi Digitalisasi;
21 dan kepastian waktu dan waktu
perijinan kepastian pelayanan
waktu
PBK. Jika memungkinkan Kecepatan Waktu
22 mohon dipercepat pelayanan pelayanan
proses pemeriksaan
dan verifikasi
dokumen
PBK. Pelayanan Sudah
23 baik, semoga lebih
baik kedepannya
PBK. Lebih dipermudah/ Proses Sistem
24 disederhanakan perizinan pelayanan
dalam proses
perizinan.
PBK. Sudah baik,
25 pertahankan
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Tone Area
ID Saran dan Masukan Kata Kunci
(+) = ) Perbaikan
PBK. Proses perijinan N W
26  waktunya lebih pelayanan pelayanan
dipercepat
PBK. Untuk perizinan baik N Kecepatan Waktu
27 ganti nama maupun pelayanan pelayanan
pindah alamat, waktu
jangan terlalu lama
PBK. Pengembangan N Peraturan Pemutakhir
28 peraturan bappebti an regulasi
PBK. Untuk ketepatan N Ketepatan Waktu
29  waktu disistem waktu pelayanan
perizinan agar lebih
ditingkatkan lagi
PBK. Pelayanan sudah N
30 cukup baik dan perlu
ditingkatkan kembali
untuk dapat
memaksimalkan
pelayanan
PBK. Kesesuaian antara N Prosedur Kinerja
31 prosedur dengan pelayanan pegawai
pelaksanaan mohon
lebih ditingkatkan lagi
PBK. Mohon ditingkatkan N Efisiensi Waktu
32 lagi efisiensi waktu pelayanan pelayanan

pelayanan sesuai
dengan batas waktu
permohonan perizinan
yang terdapat dalam
Peraturan Kepala

Bappebti
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Tone Area
ID Saran dan Masukan Kata Kunci
(+) (=) () Perbaikan

PBK. Daripengalamanyang +

33 kami rasakan saat ini,
sudah ada
peningkatan
kecepatan proses
perizinan, respon dan
komunikasi yang
cukup baik, halini
agar dapat
dipertahankan dan
lebih baik lagi dapat
ditingkatkan

PBK. Pertahankan \/

34 pelayanan nya

PBK. Lebihresponsifdan N Responsif Kinerja
35 informatif dalam dan pegawai
pelayanan informatif
PBK. Tetap pertahankan N ketanggapan Kinerja
36 ketanggapan dalam pegawai

menanggapi perihal
apapun dari Pialang

Berjangka

PBK. Sangattanggap dan N

37 pertahankan kualitas

nya
PBK. Lebihcepatdalamhal + Kecepatan Waktu
38 memproses semua pelayanan pelayanan

pengajuan yang

diajukan ke bappebti

PBK. Lebih ditingkatkan N
39 kembali segala

sesuatu yang telah
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Saran dan Masukan

Area
Kata Kunci

Perbaikan
]

berjalan baik selama

ini.

PBK.

40

Lebih meningkatkan
respons dan
menanggapi aduan
atau pertanyaan.
Agar pelayanan publik
lebih komunikatif,
cepat tanggap, dan
berorientasi pada

solusi.

ketanggapan Kinerja

pegawai

PBK.

41

Sudah baik

PBK.

42

Dalam melakaukan
tugasnya bappebti

sudah sangat bagus

PBK.

43

Agar kinerja bappebti
dalam meberikan
pelayanan semakin
baik dalam setiap

bulannya

PBK.

44

Mohon tingkatkan
koordinasi agar lebih
komunikastif dan
dapat memberikan
solusi yang solutif.

Terimakasih

koordinasi Kinerja

pegawai

PBK.

45

Ditingkatkan
pembinaan,
pengawasan kepada
pelaku usaha PBK

yang legal, serta

Pembinaan Kinerja
dan pegawai;
pegawasan prosedur

pelayanan
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Area
ID Saran dan Masukan Kata Kunci
Perbaikan
menindak tuntas I
pelaku usaha yang
ilegal.
PBK. Meningkatkan kinerja Kinerja
46 kemampuan kinerja pegawai
pegawainya
PBK. Tetap meningkatkan kinerja Kinerja
47 kinerja dalam pegawai
melayani masyarakat
PBK. Agar disiapkan SDM Keandalan Kinerja
48  yang handaldan dan pegawai
profesional dalam profesional
menyampaikan
mekanisme izin
usaha pelaku usaha
PBK. Tingkatkan terus dan
49 maju terus BAPPEBTI
PBK. Pelayanan sampai
50  saatini sudah baik.
PBK. Lebihinformatif dalam Pemberian Kinerja
51 memberikan info dan informasi pegawai;
masukan dan dan waktu
ketepatan waktu. kecepatan pelayanan
PBK. Sejauh ini kamisudah
52 dapat pembinaan dan
arahan yang cukup
baik.
PBK. Memperluas literasi Peningkatan  Peningkatan
53 PBK yang aktif di literasi literasi

sekolah, kampus, dan
komunitas digital

serta menghadirkan
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Tone Area
ID Saran dan Masukan Kata Kunci
(+) (=) () Perbaikan

konten edukatif di
media sosial resmi

secara rutin.

PBK. Sudah bagus, N

54 pertahankan

PBK. Proses pelayanan N Kecepatan Waktu
55 perizinan agar lebih pelayanan pelayanan

mudah dan cepat

PBK. Selalu mengayomi N Berperan Kinerja
56 dan berperan aktif aktif pegawai
dalam industri PBK.

Sumber: Hasil analisis (2026)

Berdasarkan rekapitulasi data saran dan masukan responden terkait
kinerja pelayanan perizinan, mayoritas pengguna layanan memberikan
apresiasi positif terhadap sistem yang berjalan, yang ditandai dengan
tingginya frekuensi sentimen pada kolom penilaian positif (+).
Meskipun fondasi tata kelola pelayanan dinilai sudah baik, analisis
kualitatif terhadap narasi responden memperlihatkan adanya
ekspektasi publik yang perlu segera diakomodasi, terutama yang
berpusat pada dimensi waktu layanan dan profesionalisme sumber
daya manusia. Hal ini mengindikasikan bahwa akselerasi proses
perizinan dan peningkatan daya tanggap (responsiveness) petugas
masih menjadi isu strategis yang menuntut evaluasi manajerial guna
mengoptimalkan agregat capaian kepuasan layanan publik ke

depannya.

Merujuk pada klasterisasi pada kolom "Kata Kunci" dan "Area
Perbaikan", fokus tindak lanjut perbaikan kinerja harus secara spesifik
diarahkan pada efisiensi waktu penyelesaian, peningkatan kinerja dan

perilaku pegawai, serta transparansi informasi dan prosedur.
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Responden secara konsisten menyoroti urgensi terkait kepastian
waktu pengurusan dokumen, kecepatan pelayanan, serta perlunya
pembinaan aparatur agar bertindak lebih informatif, tanggap, dan
proaktif dalam memberikan asistensi. Oleh karena itu, intervensi yang
direkomendasikan mencakup simplifikasi prosedur perizinan untuk
memangkas bottleneck birokrasi, pemutakhiran sistem informasi yang
lebih terintegrasi untuk menjamin transparansi proses, serta
implementasi program peningkatan kapasitas (capacity building)
berkala bagi pelaksana layanan guna menstandardisasi etika dan

kompetensi pelayanan prima.
Rencana Tindak Lanjut Perbaikan Layanan Perijinan PBK

Sebagai upaya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (Good
Corporate Governance) dan pelayanan publik yang prima, evaluasi
kinerja layanan tidak boleh berhenti pada tahapan pengukuran indeks
semata, melainkan harus diaktualisasikan melalui langkah-langkah
perbaikan yang konkret, terarah, dan berkelanjutan. Merujuk pada
pemetaan empiris dari hasil Importance-Performance Analysis (IPA)
yang telah diuraikan sebelumnya, rancangan strategi perbaikan kini

diformulasikan ke dalam sebuah matriks Rencana Tindak Lanjut (RTL).

Matriks RTL (lihat tabel 16) disusun secara sistematis sebagai kerangka
kerja strategis (strategic framework) guna mengeskalasi mutu layanan
publik berdasarkan tingkat urgensi ekspektasi masyarakat yang
disandingkan dengan realisasi kinerja aktual instansi. Pendekatan
berbasis  kuadran ini memungkinkan manajemen untuk
memformulasikan intervensi yang presisi; mulai dari akselerasi
perbaikan mendesak pada area krusial yang masih defisit (Prioritas
Utama), pemeliharaan konsistensi mutu pada layanan yang telah
unggul (Pertahankan), hingga penerapan strategi efisiensi dan
rasionalisasi sumber daya pada area dengan tingkat kepentingan

publik yang lebih rendah.
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Melalui implementasi RTL yang terstruktur ini, diharapkan alokasi
sumber daya—baik dari segi anggaran, waktu, maupun tenaga—dapat
dieksekusi secara lebih efektif dan tepat sasaran. Komitmen terhadap
pelaksanaan rencana aksi ini menjadi kunci utama dalam memitigasi
tren penurunan kualitas, menjawab kebutuhan kritis pengguna
layanan, serta secara agregat mendorong peningkatan capaian Indeks
Kepuasan pada periode evaluasi mendatang. Rincian rekomendasi
strategis dan rencana aksi tiap-tiap aspek pelayanan dijabarkan dalam

matriks berikut:

Tabel 16 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan Layanan Perijinan PBK

Aspek Rencana Tindak Lanjut
Kuadran IPA Fokus Strategi
Pelayanan (Action Plan)

Kuadran 2: e A1- Perbaikan Segera A1: Melakukan simplifikasi
Prioritas Persyaratan (Akselerasidan (penyederhanaan)
Utama (High Pelayanan Simplifikasi). persyaratan
Importance, Area ini sangat administratif yang

Low penting bagi berbelit, mempercepat
Performance) * A3-Waktu integrasi data digital,

masyarakat

Pelayanan S
. dan menyosialisasikan
namun kinerjanya

masih di bawah standar persyaratan

secara masif melalui
standar.
berbagai kanal

informasi.

A3: Melakukan rekayasa
ulang proses bisnis
(Business Process
Reengineering) untuk
memangkas alur
birokrasi, menetapkan

dan memonitor
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Aspek Rencana Tindak Lanjut
Kuadran IPA Fokus Strategi
Pelayanan (Action Plan)

Service Level
Agreement (SLA)
waktu layanan secara
ketat, serta
mengimplementasikan
sistem antrean atau

pelayanan berbasis

online.
Kuadran 1: o A8 - Pemeliharaan A6, A7, A8:
Pertahankan Pengaduan & dan Konsistensi Menyelenggarakan
(High Saran (maintain) Capacity Building dan
Importance, e A7 - Perilaku Kinerja sudah baik Service Excellence
High Pelaksana dan sesuai Training secara
Performance) e A6 - ekspektasi tinggi berkala untuk menjaga
Kompetensi Masyarakat. motivasi dan etos kerja
Pelaksana SDM. Mengoptimalkan
e A2 - Prosedur sistem reward and
Pelayanan punishment.
e A9-Sarana & A2 & A9: Melakukan audit

Prasarana Standar Operasional
Prosedur (SOP) secara
rutin untuk
memastikan
kepatuhan, serta
menjadwalkan
pemeliharaan
(preventif dan korektif)
sarana prasarana agar

selalu dalam kondisi

prima.
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Rencana Tindak Lanjut

(Action Plan)

Aspek
Kuadran IPA Fokus Strategi
Pelayanan
Kuadran 3: e A5-Produk Evaluasi
Prioritas Spesifikasi Bertahap (Low
Rendah (Low Pelayanan  Priority)
Importance, Area ini memiliki
Low urgensirendah
Performance) bagi masyarakat
dan kinerjanya
juga rendah.
Kuadran 4: o Ad- Rasionalisasi
Melebihi Biaya/Tarif Sumber Daya
Ekspektasi (Allocate)
(Low Kinerja sangat
Importance, baik, namun
High dianggap bukan
Performance) prioritas utama

oleh masyarakat.

A5:

A4

Meninjau ulang
relevansi spesifikasi
produk/layanan
dengan kebutuhan riil
masyarakat saat ini.
Melakukan perbaikan
secara bertahap tanpa
harus menyedot
alokasi anggaran atau
sumber daya yang
besar dari program

prioritas lainnya.

Mempertahankan
struktur biaya/tarif
yang berlaku saat ini
dengan tetap
mengedepankan
transparansi.
Mengurangi alokasi
tenaga atau anggaran
tambahan pada aspek
ini dan
merelokasikannya
untuk mendanai
perbaikan pada aspek
di Kuadran 2.

Sumber: Hasil analisis (2026)
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4. Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Perijinan SRG

Analisis survei kepuasan layanan perijinan SRG dimulai dengan identifikasi

profil responden, meliputi ulasan demografi responden, serta beberapa

informasi relevan untuk dilakukan analisis lebih lanjut seperti interaksi

responden dengan layanan, dan analisis deskriptif yang memuat ikhtisar

data yang diteliti dalam survei kepuasan layanan perijinan SRG.

Profil Responden

Survei kepuasan pengguna terhadap layanan perijinan SRG yang
dilakukan oleh Biro pembinaan dan pengembangan SRG dan PLK
Bappebti menyasar responden yang pernah berinteraksi dan
menggunakan layanan perijinan SRG pada periode Januari-Juni 2026.
Di dalam survei ini total kuesioner yang telah diisi oleh responden
sebanyak 9 responden, namun hanya 5 responden memenuhi syarat
untuk dilanjutkan pada tahap analisis. Pada Gambar 6 dan 7 di bawah
ini menunjukan kategori responden berdasarkan jenis kelamin dan

usia responden.

Gambar 6 Kategori Responden Gambar 7 Kategori Responden
berdasarkan Jenis kelamin Berdasarkan Usia Responden
11% 1%

o=

® Laki-laki

Ny,

® 26-35

33%

@® Perempuan

89%

Sumber: Hasil analisis (2026)

Pada Gambar 8 di bawah ini menunjukan kategori responden

berdasarkan jenis pelaku usaha SRG. Pada survei ini didapatkan
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informasi bahwa seluruh responden yang menilai tingkat kepuasan
layanan merupakan bagian dari pelaku usaha SRG dalam halini adalah
pengelola gudang SRG. Sementara itu, waktu terakhir penggunaan
layanan perijinan SRG dapat dilihat pada Gambar 6. Hal ini
menunjukkan bahwa responden survei merupakan pengguna layanan
pada periode Januari-Juni 2026. Sehingga data yang didapatkan valid
untuk digunakan, dan dapat dilakukan analisis lebih lanjut untuk

menghitung nilai indeks kepuasan pengguna layanan.

Gambar 8 Kategori Gambar 9 Kategori
Responden berdasarkan Responden Berdasarkan
pelaku usaha SRG waktu terakhir menggunakan
layanan
1%

&=

® < 1Bulan

® Pengelola Gudang

@® Lembaga Penilai Kesesuaian

® 1-3Bulan

@ Pusat Registrasi Resi Gudang

® 4-6Bulan

89%

100%

Sumber: Hasil analisis (2026)

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran terhadap
data yang diteliti dalam survei yang dilakukan. Analisis deskriptif
ditunjukkan dengan nilai mean setiap aspek variabel kepentingan dan
variabel kepuasan pada Bagian A dari kuesioner yang diberikan kepada
responden. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui secara detail

bagian mana dari dimensi pelayanan yang mempunyai skor rata-rata.
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kurang dari 3,00 (rendah) dan nilai rata-rata lebih besar dari 3,00 (tinggi)

pada setiap aspek pelayanan.

Berdasarkan informasi Tabel 17, didapati semua aspek pada variabel
kepentingan dan variabel kepuasan layanan perijinan SRG sudah
berada di atas nilai cut-off (>3,00). Namun, ketika membandingkan
variabel-variabel tersebut, masih terdapat kesenjangan antara tingkat
kepentingan dan tingkat kepuasan responden. Untuk mengetahui
faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dan memprioritaskan

peningkatan kinerja akan dijelaskan pada bab berikut.

Tabel 17 Perbandingan Variabel Kepentingan dan Kepuasan Layanan

Perijinan SRG Tahun 2026

Nilai rata-rata Nilai rata-rata

No Aspek Layanan Gap
kepentingan kepuasan

A1 Persyaratan Pelayanan m
A2 Prosedur Pelayanan 4,00 3,70 -0,30
A3 Waktu Pelayanan 4,00 3,60 -0,40
A4 Biaya/Tarif 3,80 3,60 -0,20
A5 Produk Spesifikasi Pelayanan 4,00 3,80 -0,20
A6 Kompetensi Pelaksana 4,00 3,70 -0,30
A7 Perilaku Pelaksana 3,70 3,60 -0,10
A8 Penanganan Pengaduan,

3,70 3,70 0,00

Saran dan Masukan

A9 Sarana dan Prasarana 3,79 3,80 0,01

Sumber: Hasil analisis (2026)

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) Perijinan SRG

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) perijinan SRG guna
menjawab pertanyaan riset yang pertama (PR1) yakni “Bagaimana
tingkat kepuasan pengguna layanan perijinan SRG?”. Perhitungan nilai
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) dihitung dari hasil penilaian

persepsi kepuasan responden atas 9 aspek layanan. Responden
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memberikan nilai kepuasan dengan rentang 1 s.d. 4, dengan makna
yakni 1 = Sangat Tidak Puas, 2 = Tidak Puas, 3 = Puas, dan 4 = Sangat
Puas. Kemudian nilai rata-rata kepuasan layanan tersebut digunakan
sebagai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL). Pada Tabel 18
menunjukkan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) perijinan

SRG.

Tabel 18 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) Perijinan SRG

Tahun 2026
I Nilai Rata- rata
No Aspek Pelayanan Nilai Rata- rata
tertimbang
|
A1 Persyaratan Pelayanan 3,74 0,42
A2  Prosedur Pelayanan 3,74 0,42
A3  Waktu Pelayanan 3,61 0,40
A4  Biaya/Tarif 3,57 0,40
A5 Produk Spesifikasi Pelayanan 3,61 0,40
A6 Kompetensi Pelaksana 3,74 0,42
A7 Perilaku Pelaksana 3,76 0,42
A8 Penanganan Pengaduan, Saran
3,70 0,41
dan Masukan
A9 Saranadan Prasarana 3,74 0,42
Nilai Rata-Rata Tertimbang 3,69
Nilai Indeks Kepuasan
92,21
Masyarakat
Huruf Mutu Layanan A
Mutu Layanan Sangat Baik

Sumber: Hasil analisis (2025)

Berdasarkan perhitungan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL)
perijinan SRG maka dapat disimpulkan bahwa nilai IKPL perijinan SRG
Tahun 2026 sebesar 92,21. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan
(lihat tabel 3), nilai IKPL perijinan SRG termasuk ke dalam mutu

layanan ‘A’, dengan kriteria layanan Sangat Baik.
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Dalam menjawab pertanyaan riset kedua (PR2) “Bagaimana
perbandingan antar waktu kinerja layanan perijinan SRG Bappebti?”
kemudian dilakukan perbandingan nilai Indeks Kepuasan Pengguna
Layanan (IKPL) perijinan SRG dari waktu ke waktu selama satu tahun
terakhir. Perbandingan IKPL perijinan SRG mengalami kenaikan yang
cukup signifikan dari waktu ke waktu berdasarkan besaran layanan
dapatdilihat pada Tabel 19 di bawah ini. IKPL perijinan SRG Tahun 2026
mengalami kenaikan kumulatif dibandingkan hasil rata-rata Tahun
2025, dimana pada rata-rata capaian nilai IKPL Tahun 2025, nilai IKPL
perijinan SRG sebesar 89,72.

Tabel 19 Perbandingan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL)
Perijinan SRG Tahun 2026

Nilai Rata-Rata Tertimbang

No Aspek Pelayanan
2025 2026 Gap

A1 Persyaratan Pelayanan m
A2 Prosedur Pelayanan 3.67 3.7 +0.03
A3 Waktu Pelayanan 3.56 3.6 +0.04
A4 Biaya/Tarif 3.22 3.6 +0.38
A5 Produk Spesifikasi Pelayanan 3.5 3.8 +0.30
A6 Kompetensi Pelaksana 3.56 3.7 +0.14
A7 Perilaku Pelaksana 3.67 3.6 -0.07
A8 Penanganan Pengaduan, Saran dan 3.67 3.7 +0.03

Masukan

A9 Saranadan Prasarana 3.67 3.8 +0.13
Nilai Rata-Rata 3,59 3,70 +0.11
Nilai IKPL 89,72 92,50 +2.78

Sumber: Hasil analisis (2025)

Secara umum nilai per aspek dalam variabel kepuasan layanan
perijinan SRG terselenggara dengan cukup baik, dimana semua aspek
dalam variabel kepuasan berada di atas nilai batas kritis/cut-off yang
telah ditetapkan. Kinerja pelayanan secara agregat menunjukkan tren
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peningkatanyang sangat positif dari tahun 2025 ke 2026 ini tentu
menjadi catatan prestasi bagi Biro Pembinaan dan Pengembangan
SRG dan PLK. Peningkatan komprehensif ini dibuktikan dengan
melonjaknya capaian Nilai IKPL (Indeks Kepuasan Pengguna Layanan)
dari 89,72 menjadi 92,50, yang berbanding lurus dengan pertumbuhan
agregat Nilai Rata-Rata keseluruhan dari 3,59 menjadi 3,70. Secara
umum, delapan dari sembilan dimensi pelayanan berhasil
mencatatkan rapor hijau atau tren kenaikan kinerja yang patut

dipertahankan.

Dalam perbandingan tren spesifik antar-aspek, peningkatan perbaikan
paling masif terdapat pada aspek Biaya/Tarif (A4) dengan gap positif
terbesar mencapai +0,38, disusul secara signifikan oleh peningkatan
mutu Produk Spesifikasi Pelayanan (A5) sebesar +0,30, serta
Kompetensi Pelaksana (A6) sebesar +0,14. Pertumbuhan positif
dengan rasio yang lebih moderat juga berhasil dibukukan oleh aspek
Sarana dan Prasarana (A9), Waktu Pelayanan (A3), Prosedur (A2),
Pengaduan (A8), dan Persyaratan (A1). Di sisi lain, satu-satunya
indikator yang mengalami degradasi adalah aspek Perilaku Pelaksana
(A7), yang mencatatkan kontraksi atau gap negatif sebesar -0,07.
Penurunan tunggal pada dimensi relasional ini mengindikasikan
perlunya intervensi pembinaan SDM yang terarah, guna memastikan
bahwa profesionalisme dan sikap pelaksana di lapangan dapat
berakselerasi sejajar dengan kemajuan sistemik pada kedelapan

aspek pelayanan lainnya.

Hubungan Antara Tingkat Kepentingan Layanan dan Tingkat Kepuasan

Pengguna Layanan

Dalam menjawab tujuan dalam survei “aspek layanan yang sudah baik
dan perlu dipertahankan” dan “aspek layanan yang masih perlu
ditingkatkan” dilakukan analisis lanjutan menggunakan matrik

importance performance analysis (IPA). Pada Gambar 10
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menunjukkan matriks ekspektasi-kualitas layanan perijinan SRG. Titik
perpotongan sumbu vertikal dan horizontal pada matriks merupakan

nilai rata-rata ekspektasi dan kualitas layanan perijinan SRG.

Matriks importance performance analysis (IPA) dibagi ke dalam empat
kuadran: kuadran | (high expectation-high quality, kanan atas), kuadran
Il (high expectation-low quality, kanan bawah), kuadran Il (high
expectation-low quality, kiri bawah), dan kuadran IV (low expectation-
high quality, kiri atas). Matriks IPA menunjukan nilai relative
expectation (variabel kepentingan) and quality (variabel kepuasan) dari

sembilan aspek layanan.

Gambar 10 Matriks IPA Layanan Perijinan SRG Tahun 2026

4,000
Kuadran 4: Melebihi Ekpektasi Kuadran 1: pertahankan
|
|
|
|
|
3,800 & A9 i A5 49 A1
|
¢ |
S @-AB e e A6 A2
g |
o] |
L \
E 3,600 & A7 @ A4 i & A3
|
|
|
|
|
|
|
3,400 |
|
|
Kuadran 3: Prioritas Rendah Kuadran 2: Prioritas
|
3,200 L
3,500 3,700 3,900

IMPORTANCE

Sumber: Hasil analisis (2026)

Berdasarkan matrik Importance-Performance Analysis (IPA) pada
Gambar 10, evaluasi kinerja pelayanan mengindikasikan pemetaan
strategis kesembilan aspek ke dalam empat kuadran vyang
mensyaratkan tindak lanjut manajerial yang presisi. Secara sistematis,
analisis menunjukkan bahwa elemen A1, A5, beserta A2 dan A6

terkonsentrasi pada Kuadran 1 (Pertahankan). Hal ini mengonfirmasi
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bahwa aspek-aspek tersebut memiliki tingkat urgensi ekspektasi yang
tinggi di mata pengguna layanan dan telah berhasil diimbangi dengan
capaian kinerja aktual yang optimal, sehingga konsistensi
keandalannya mutlak harus dipertahankan. Sebaliknya, intervensi
strategis harus segera diakselerasi pada area kritis di Kuadran 2
(Prioritas) yang dihuni secara tunggal oleh aspek A3; elemen ini dinilai
sangat krusial bagi kepuasan publik namun realisasi kinerjanya masih

defisit atau berada di bawah garis standar rata-rata.

Sementara itu, untuk elemen A4 dan A7 yang berada pada Kuadran 3
(Prioritas Rendah) serta aspek A9 dan A8 pada Kuadran 4 (Melebihi
Ekspektasi), manajemen dapat menerapkan pendekatan rasionalisasi
sumber daya. Kinerja berlebih pada Kuadran 4 pada area yang secara
relatif dianggap kurang esensial oleh publik dapat diefisiensikan,
sehingga alokasi dukungan anggaran maupun tenaga dapat direlokasi
secara terukur untuk memprioritaskan perbaikan struktural pada
indikator A3 guna menaikan kepuasan layanan perijinan SRG secara

agregat ke depannya.
Saran dan masukan untuk layanan perijinan SRG

Pada survei kepuasan pengguna layanan perijinan SRG pada periode
Januari-Juni 2026 ini, terdapat bagian ‘B’ yang berisikan saran dan
masukan yang diisi oleh responden. Bagian ini penting untuk analisis
survei lebih lanjut karena secara jelas menggambarkan harapan
pengguna layanan perijinan SRG. Berdasarkan saran dan masukan
yang diperoleh dari responden, dilakukan pengkodean dengan cara
mengklasifikasikan menurut tone (nuansa) nasehat yang diberikan,
apakah positif (+), netral (=) atau negatif (-). Penyederhanaan dan
pengkodean kemudian dilakukan berdasarkan kata kunci dan area
perbaikan yang menjadi fokus. Informasi lebih lengkap dapat dilihat

pada Tabel 20 dibawah ini.

53



SURVEI KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN PUBLIK BAPPEBTI TAHUN 2026

Tabel 20 Saran dan Masukan untuk Pengguna Layanan Perijinan SRG

Tone

Area
ID Saran dan Masukan Kata Kunci
(+) (=) (_) Perbaikan
|
SRG Pelayanan dari tim N
bappebti sudah baik
01
SRG Optimalisasi N
pembinaan dan
02 pengawasan bagi
para pelaku usaha
SRG
SRG Peningkatan N Sosialisasi Pelaksanaa
sosialisasi SRG SRG n tugas dan
03 fungsi
SRG Pengembangan v Pengemban Pelaksanaa
jaringan ganjaringan  ntugasdan
04 pergudangan fungs
SRG Lebih meningkatkan N Pembinaan Pelaksanaa
kualitas PG agar tdk pengelola n tugas dan
05 menjadi PG yg kurang gudang fungsi
berkualitas

Sumber: Hasil analisis (2026)

Rencana Tindak Lanjut Perbaikan Layanan Perijinan SRG

Sebagai bagian integral dari komitmen perwujudan tata kelola
pemerintahan yang baik (Good Governance) dan reformasi birokrasi,
evaluasi layanan publik harus diaktualisasikan ke dalam langkah-
langkah perbaikan yang terukur, terarah, dan berkelanjutan. Merujuk
pada pemetaan empiris melalui metode Importance-Performance
Analysis (IPA) yang telah diuraikan sebelumnya, rancangan strategi
perbaikan kini diformulasikan ke dalam sebuah matriks Rencana
Tindak Lanjut (RTL). Matriks RTL ini disusun secara sistematis sebagai

kerangka kerja manajerial (strategic framework) untuk memandu
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pengambilan keputusan strategis dan realokasi sumber daya
berdasarkan tingkat urgensi ekspektasi pengguna layanan yang

disandingkan dengan capaian kinerja aktual instansi.

Secara spesifik, penyusunan rancangan intervensi dalam matriks ini
dititikberatkan pada upaya akselerasi perbaikan struktural pada aspek
A3, yang berdasarkan hasil pemetaan terpusat secara tunggal pada
Kuadran 2 (Prioritas Utama). Posisi aspek A3 mengindikasikan bahwa
elemen layanan ini dinilai sangat krusial dan memiliki tingkat
kepentingan yang tinggi di mata publik, namun realisasi kinerjanya
saat ini masih berada di bawah standar ekspektasi. Kondisi
kesenjangan (gap) pada area kritis ini menuntut respons perbaikan
yang masif, segera, dan komprehensif agar tidak mendegradasi
kualitas layanan secara keseluruhan. Berikut adalah usulan matriks
Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang merujuk pada hasil pemetaan
Importance-Performance Analysis (IPA) secara spesifik, dengan

menitikberatkan akselerasi pada aspek Waktu Pelayanan (A3).

Tabel 21 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan Layanan Perijinan SRG

Aspek Rencana Tindak Lanjut
Kuadran IPA Fokus Strategi
Pelayanan (Action Plan)

|
Kuadran 2: e A3-Waktu Akselerasi& e Melakukan rekayasa ulang

Prioritas Pelayanan Perbaikan proses bisnis (business

Utama Segera process reengineering) untuk
(Immediate memangkas tahapan
Action) birokrasi yang

(High memicu bottleneck.

Importance, Urgensi sangat Menetapkan dan

Low tinggi karena mengawasi Service Level

Perf jadi kunci

erformance) menjadi kunci Agreement(SLA) waktu
kepuasan .
penyelesaian layanan secara

publik.
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Aspek Rencana Tindak Lanjut
Kuadran IPA Fokus Strategi
Pelayanan (Action Plan)
N
ketat (misal: real-time
tracking).

e Menerapkan sistem
digitalisasi antrean atau
otomatisasi verifikasi untuk
mempercepat turnaround
time.

Kuadran 1: A1 - Pemeliharaan A1 & A2: Mempertahankan
Pertahankan Persyaratan & Konsistensi kejelasan SOP dan kemudahan
Pelayanan (Maintain) akses informasi terkait syarat
dan prosedur kepada
(High masyarakat.
Importance, A2 - Prosedur Kinerja sudah
High Pelayanan optimal dan
Performance) sejalan dengan Ab5: Menjaga standar mutu
ekspektasi produk/dokumen hasil layanan
A5 - Produk tinggi agar tetap presisi dan sesuai
Spesifikasi masyarakat. spesifikasi.
Pelayanan
A6: Melaksanakan penyegaran
o A6 - kompetensi (refreshment
Kompetensi training) secara berkala
Pelaksana untuk menjaga ketajaman
teknis para pelaksana
layanan.
Kuadran 4: A8 - Rasionalisasi Mempertahankan sistem
Melebihi Penanganan Sumber Daya operasional sarana dan layanan
Ekspektasi Pengaduan, (Resource pengaduan yang sudah berjalan
Reallocation)
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Aspek Rencana Tindak Lanjut
Kuadran IPA Fokus Strategi
Pelayanan (Action Plan)

Saran, dan tanpa perlu penambahan
Masukan investasi/anggaran baru.
(Low Kinerja berlebih
Importance, pada area yang
High e A9-Sarana dianggap bukan Mengalihkan sebagian sumber
Performance) dan prioritas utama daya (anggaran, jam kerja
Prasarana pengguna. SDM, atau infrastruktur IT)

dari pengelolaan A8 dan A9
untuk mendukung dan
mempercepat perbaikan
sistemik pada aspek Waktu

Pelayanan (A3).

Sumber: Hasil analisis (2025)

Melalui implementasi RTL yang terstruktur dengan mengutamakan
resolusi bottleneck pada aspek A3 sekaligus merasionalisasi sumber
daya dari kuadran yang telah melebihi ekspektasi, diharapkan
Bsppebti dapat mengoptimalkan efisiensi operasional layanan
perijinan SRG. Komitmen eksekusi terhadap rencana aksi ini menjadi
instrumen kunci untuk menutup defisit kinerja, memastikan
terpenuhinya hak pelayanan masyarakat, serta menaikan agregat

Indeks Kepuasan secara signifikan pada periode evaluasi mendatang.

5. Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Perijinan PLK

Sebagai bagian dari akuntabilitas pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna
Layanan Perijinan PLK Tahun 2026, perlu disampaikan bahwa evaluasi
kinerja dan kalkulasi indeks khusus untuk instrumen layanan perizinan PLK
tidak dapat diestimasikan. Kondisi ketiadaan nilai ukur ini bukan

disebabkan oleh anomali instrumen evaluasi, melainkan murni
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dikarenakan tidak adanya populasi pemohon atau pengguna layanan

perizinan PLK yang tercatat sepanjang periode tahun berjalan.

Pelaksanaan pengukuran pada periode ini secara terstruktur mengadopsi
teknik penarikan sampel purposive sampling. Melalui pendekatan
tersebut, penetapan kriteria inklusi responden dirancang secara spesifik
dan ketat; di mana target sasaran survei difokuskan secara eksklusif hanya
kepada entitas pengguna layanan yang telah benar-benar tuntas
mendapatkan produk layanannya (selesai proses administrasi dan output)
dalam rentang periode pengukuran yang dievaluasi. Mengingat tidak
teridentifikasinya baseline populasi faktual yang memenuhi kriteria
prasyarat tersebut pada klaster layanan PLK di tahun 2026, maka sampel
responden secara otomatis tidak dapat ditarik (zero valid sample). Oleh
karena itu, pengecualian layanan PLK dari agregat perhitungan merupakan
justifikasi metodologis yang esensial guna mempertahankan validitas,
objektivitas, dan reliabilitas statistik dari hasil akhir indeks kepuasan

secara keseluruhan.
6. Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Informasi Publik Bappebti

Analisis survei kepuasan pengguna layanan informasi publik Bappebti
dimulai dengan survei profil responden meliputi ulasan mengenai
demografi dari responden yang menjawab pertanyaan dalam kuesioner
yang diberikan, serta beberapa informasi yang relevan untuk dilakukan
analisis lebih lanjut seperti interaksi layanan dan analisis deskriptif yang
berisi gambaran mengenai data yang diteliti dalam survei kepuasan

layanan informasi publik Bappebti.
a. ProfilResponden

Survei kepuasan pengguna terhadap layanan informasi publik
Bappebti yang dilakukan oleh Sekretariat Bappebti diperuntukan bagi
responden yang pernah berinteraksi dan menggunakan layanan

informasi publik Bappebti pada periode Januari-Juni 2026. Di dalam
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survei ini total kuesioner yang telah diisi oleh responden sebanyak 35
kuesioner yang terisi, namun hanya 17 yang valid untuk dilanjutkan ke
dalam tahapan analisis. Pada Gambar 11 dan 12 di bawah ini

menunjukan kategori responden berdasarkan jenis kelamin dan usia

responden.
Gambar 11 Kategori Gambar 12 Kategori
Responden berdasarkan Responden Berdasarkan Usia
Jenis kelamin Responden
13%
24%
® 17-25
® Laki-laki ® 26-35
® Perempuan @ 3640
32% ® 41-50
® >51 219%
11%

Sumber: Hasil analisis (2026)

Berdasarkan Gambar 13 di bawah ini, data bauran saluran pelayanan
publik Bappebti, WA/SMS Center Bappebti menjadi saluran yang paling
dominan digunakan publik dengan frekuensi sebanyak 21 kali, disusul
oleh layanan E-mail Bappebti sebanyak 17 kali. Saluran media digital
interaktif lainnya, yaitu Media Sosial (IG, FB, X, Youtube Bappebti),
mencatatkan pemanfaatan sebanyak 11 kali, sedikit di atas sistem
integrasi nasional SP4N-LAPOR! yang memproses 10 aduan/layanan.
Sementara itu, saluran komunikasi langsung melalui Call Center LINI
Bappebti mencatatkan frekuensi terendah, masing-masing sebanyak 3

kali penggunaan.
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Gambar 13 Jenis layanan informasi publik yang digunakan

WA/ SMS Center Bappebti 21

]
E-mail Bappebti 17 |

/3

[

|

-l

SP4N-LAPOR! (Sistem Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional —...

Call Center LINI (layanan informasi) Bappebti 3

Media Sosial ( IG, FB, X, Youtube Bappebti) 1

Other 2
0 5 10 15 20 25

Sumber: Hasil analisis (2026)

Sementara itu, pada Gambar 14 menunjukkan waktu terakhir
penggunaan layanan informasi publik Bappebti. Berdasarkan data
mengenai durasi atau jangka waktu pemanfaatan layanan oleh
responden, mayoritas pengguna merupakan pengguna baru atau yang
mengakses layanan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Hal ini
ditunjukkan oleh persentase terbesar yang didominasi oleh responden
dengan waktu penggunaan kurang dari 1 bulan (< 1 Bulan), yakni
mencapai 63 persen. Selanjutnya, kelompok responden yang telah
menggunakan layanan dalam kurun waktu 1 hingga 3 bulan (1 - 3
Bulan) menempati posisi kedua dengan proporsi sebesar 26 persen.
Sementara itu, sebagian kecil responden sisanya, yaitu sebesar 11
persen, tercatat sebagai pengguna yang memiliki durasi pemanfaatan

layanan berkisar antara 4 hingga 6 bulan (4 — 6 Bulan).
Gambar 14 Waktu Terakhir Penggunaan Layanan Informasi Publik
Bappebti
1%

o=

® < 1Bulan

()
26% ® 1-3Bulan

® 4-68Bulan
63%

Sumber: Hasil analisis (2026)
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Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran terhadap
data yang diteliti dalam survei yang dilakukan. Analisis deskriptif
ditunjukkan dengan nilai mean setiap aspek variabel kepentingan dan
variabel kepuasan pada Bagian A dari kuesioner yang diberikan kepada
responden. Berdasarkan informasi Tabel 22, didapati hampir semua
aspek pada variabel kepentingan dan variabel kepuasan layanan
informasi publik Bappebti sudah berada di atas nilai cut-off (> 3,00)
kecuali untuk aspek biaya/tarif. Namun, ketika membandingkan
variabel-variabel tersebut, masih terdapat kesenjangan antara tingkat

kepentingan dan tingkat kepuasan responden.

Tabel 22 Perbandingan Variabel Kepentingan dan Kepuasan Layanan

Informasi Publik Bappebti Tahun 2026

Nilai rata-rata Nilai rata-rata
No Aspek Layanan Gap
kepentingan kepuasan
A1 Persyaratan Pelayanan m
A2  Prosedur Pelayanan 3,17 3,35 0,18
A3  Waktu Pelayanan 3,35 3,12 -0,23
A4 Biaya/Tarif 3,05 3,25 0,20
A5 Produk Spesifikasi 3,17 3,35 0,18
Pelayanan
A6 Kompetensi Pelaksana 3,30 3,32 0,03
A7 Perilaku Pelaksana 3,32 3,35 0,03
A8 Penanganan Pengaduan, 3,24 3,35 0,11
Saran dan Masukan
A9 Saranadan Prasarana 3,29 3,41 0,12

Sumber: Hasil analisis (2026)

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) Informasi Publik Bappebti

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) informasi publik Bappebti

guna menjawab pertanyaan riset yang pertama (PR1) vyakni
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“Bagaimana tingkat kepuasan pengguna layanan informasi publik
Bappebti?”. Perhitungan nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
(IKPL) dihitung dari hasil penilaian persepsi kepuasan responden atas
9 aspek layanan. Responden memberikan nilai kepuasan dengan
rentang 1 s.d. 4, dengan makna yakni 1 = Sangat Tidak Puas, 2 = Tidak
Puas, 3 = Puas, dan 4 = Sangat Puas. Kemudian nilai rata-rata
kepuasan layanan tersebut digunakan sebagai Indeks Kepuasan
Pengguna Layanan (IKPL). Pada Tabel 23 menunjukkan Indeks
Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) informasi publik Bappebti.

Tabel 23 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) Informasi Publik
Bappebti Tahun 2026

Nilai Nilai
No Aspek Pelayanan Rata- rata Rata- rata
tertimbang
A1 Persyaratan Pelayanan ﬂ
A2 Prosedur Pelayanan 3,35 0,37
A3 Waktu Pelayanan 3,12 0,35
A4 Biaya/Tarif 3,25 0,36
A5 Produk Spesifikasi Pelayanan 3,35 0,37
A6 Kompetensi Pelaksana 3,32 0,37
A7 Perilaku Pelaksana 3,35 0,37
A8 Penanganan Pengaduan, Saran
3,35 0,37
dan Masukan
A9 Sarana dan Prasarana 3,41 0,38
Nilai Rata-Rata Tertimbang 3,32
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 83,08
Huruf Mutu Layanan B
Mutu Layanan Baik

Sumber: Hasil analisis (2025)

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

(IKPL) KIP Tahun 2026, perhitungan Indeks Kepuasan Pengguna
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Layanan (IKPL) maka dapat disimpulkan bahwa nilai IKPL informasi
publik Bappebti Tahun 2026 sebesar 83,08. Evaluasi Indeks Kepuasan
Pengguna Layanan pada layanan KIP terhadap 9 aspek pelayanan
menunjukkan performa yang secara umum solid dengan variasi nilai
rata-rata yang terukur. Aspek Persyaratan Pelayanan (A1) dan Sarana
dan Prasarana (A9) mencatatkan nilai tertinggi dengan skor rata-rata
masing-masing sebesar 3,41 (nilai rata-rata tertimbang 0,38).
Sementara itu, mayoritas aspek pelayanan lainnya menunjukkan
konsistensi kinerja yang setara pada nilai rata-rata 3,35 (nilai rata-rata
tertimbang 0,37), yang meliputi aspek Prosedur Pelayanan (A2), Produk
Spesifikasi Pelayanan (A5), Perilaku Pelaksana (A7), serta Penanganan
Pengaduan, Saran dan Masukan (A8). Adapun aspek Kompetensi
Pelaksana (A6) berada sedikit di bawahnya dengan nilai 3,32, diikuti
aspek Biaya/Tarif (A4) sebesar 3,25. Aspek Waktu Pelayanan (A3)
mencatatkan skor terendah di antara seluruh indikator dengan nilai
rata-rata 3,12 (nilai rata-rata tertimbang 0,35), menjadikannya sebagai

area utama yang memerlukan akselerasi perbaikan.

Secara akumulatif, penggabungan seluruh bobot evaluasi
menghasilkan Nilai Rata-Rata Tertimbang sebesar 3,32. Angka
tersebut jika dikonversikan menghasilkan Nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat akhir sebesar 83,08. Berdasarkan skala penilaian
performa pelayanan publik, capaian indeks ini menempatkan KIP
Tahun 2026 pada Huruf Mutu Layanan B, yang berarti predikat Mutu
Layanan berada pada kategori Baik. Hasil ini mencerminkan komitmen
instansi yang berjalan optimal, sekaligus memberikan dasar evaluasi
terukur untuk mengoptimalkan manajemen waktu pelayanan pada

periode berikutnya.
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Tabel 24 Perbandingan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL)
Informasi Publik Bappebti Tahun 2026

Nilai Rata-Rata Tertimbang

No Aspek Pelayanan
2025 2026 Gap
A1 Persyaratan Pelayanan m
A2 Prosedur Pelayanan 3,53 3,35 -0.18
A3 Waktu Pelayanan 3,41 3,12 -0.29
A4 Biaya/Tarif 2,91 3,25 +0.34
A5 Produk Spesifikasi Pelayanan 3,03 3,35 +0.32
A6 Kompetensi Pelaksana 3,19 3,32 +0.13
A7 Perilaku Pelaksana 3,22 3,35 +0.13

A8 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 3,22 3,35 +0.13
A9 Sarana dan Prasarana 3,38 3,41 +0.03

Nilai Rata-Rata 3,26 3,32 0,07

Nilai IKPL 81,39 83,08 1,69

Sumber: Hasil analisis (2026)

Berdasarkan Tabel 24, hasil analisis komparatif nilai rata-rata
tertimbang pada 9 aspek pelayanan KIP antara tahun 2025 dan 2026,
sebagian besar unsur mencatatkan tren positif dengan kenaikan
bervariasi. Peningkatan tertinggi ditunjukkan oleh aspek Biaya/Tarif
(A4) yang melonjak sebesar +0,34 (dari 2,91 menjadi 3,25), disusul
secara signifikan oleh aspek Produk Spesifikasi Pelayanan (A5)
sebesar +0,32 (dari 3,03 menjadi 3,35). Aspek Kompetensi Pelaksana
(AB), Perilaku Pelaksana (A7), dan Penanganan Pengaduan, Saran dan
Masukan (A8) secara seragam mencatatkan pertumbuhan positif
masing-masing sebesar +0,13, diikuti peningkatan tipis pada aspek
Sarana dan Prasarana (A9) sebesar +0,03. Sementara itu, aspek
Persyaratan Pelayanan (A1) menunjukkan performa yang stabil tanpa
perubahan nilai (+0,00). Kendati demikian, penurunan kinerja yang

perlu menjadi catatan evaluasi terjadi pada aspek Prosedur Pelayanan
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(A2) sebesar -0,18 serta penurunan terdalam pada aspek Waktu

Pelayanan (A3) yang merosot sebesar -0,29.

Secara akumulatif, pertumbuhan positif pada mayoritas aspek
pelayanan mampu mengompensasi penurunan pada beberapa sektor,
sehingga mendorong kenaikan agregat performa organisasi. Nilai Rata-
Rata keseluruhan meningkat sebesar 0,07 dari angka 3,26 pada tahun
2025 menjadi 3,32 pada tahun 2026. Sejalan dengan hal tersebut, Nilai
IKPL akhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 1,69
poin, di mana indeks berhasil terangkat dari angka 81,39 pada periode
sebelumnya menjadi 83,08 pada tahun 2026. Data ini mengindikasikan
bahwa secara umum kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan
KIP mengalami perbaikan dan apresiasi yang lebih baik dari pengguna
layanan, meski optimalisasi efisiensi waktu dan penyederhanaan

prosedur harus tetap menjadi prioritas kerja ke depan.

Hubungan Antara Tingkat Kepentingan Layanan dan Tingkat Kepuasan

Pengguna Layanan

Dalam menjawab tujuan dalam survei “aspek layanan yang sudah baik
dan perlu dipertahankan” dan “aspek layanan yang masih perlu
ditingkatkan” dilakukan analisis lanjutan menggunakan matrik
importance performance analysis (IPA). Pada Gambar 15
menunjukkan matriks ekspektasi-kualitas layanan informasi publik.
Titik perpotongan sumbu vertikal dan horizontal pada matriks
merupakan nilai rata-rata ekspektasi dan kualitas layanan informasi

publik.

Matriks importance performance analysis (IPA) dibagi ke dalam empat
kuadran: kuadran | (high expectation-high quality, kanan atas), kuadran
Il (high expectation-low quality, kanan bawah), kuadran lll (high
expectation-low quality, kiri bawah), dan kuadran IV (low expectation-

high quality, Kkiri atas). Matriks IPA menunjukan nilai relative
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expectation (variabel kepentingan) and quality (variabel kepuasan) dari

sembilan aspek layanan.

Gambar 15 Matriks IPA Layanan Informasi Publik Tahun 2026

Kuadran 3: Prioritas Rendah Kuadran 2: Prioritas

P Y
I
3,700 Kuadran 4: Melebihi Ekpektasi : Kuadran 1: pertahankan
I
|
3,500 I
I
| (X)
w
g 3300 FTTTTTT T T Tmo T ﬂ ——————————————————— X
< | X
3 © |
Q I
¢ 3,100 ! @
W I
o I
I
2,900 I
I
I
2,700 I
|
I
I
I
I

2,500
2,500 2,700 2,900 3,100 3,300 3,500 3,700

IMPORTANCE

Sumber: Hasil analisis (2026)

Berdasarkan hasil pemetaan pada matriks Importance-Performance
Analysis (IPA) seperti pada Gambar 15, evaluasi kualitas pelayanan
didistribusikan ke dalam empat kuadran strategis yang mengukur titik
temu antara tingkat harapan atau kepentingan pengguna (Importance)
pada Sumbu X dan tingkat kinerja aktual (Performance) pada Sumbu
Y. Pada Kuadran 1 (Pertahankan), terdapat indikator-indikator
pelayanan seperti A6, A7, dan A9 yang dinilai sangat penting oleh
pengguna dan telah menunjukkan performa kinerja yang tinggi,
sehingga kualitas pelayanan pada area ini wajib dipertahankan secara
konsisten. Sebaliknya, perhatian utama instansi harus difokuskan
pada Kuadran 2 (Prioritas) yang diisi oleh aspek A3; posisi indikator ini
mengindikasikan bahwa pengguna menilai aspek tersebut sangat

krusial, namun kinerja aktual yang dirasakan masih berada di bawah
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rata-rata, sehingga menuntut perbaikan sistem dan evaluasi

menyeluruh dengan segera.

Pada analisis kuadran tingkat bawah, Kuadran 3 (Prioritas Rendah)
menempatkan aspek A4 yang mencerminkan tingkat kepentingan dan
kinerja yang sama-sama berada di bawah garis rata-rata, sehingga
indikator ini tidak memerlukan alokasi sumber daya perbaikan yang
mendesak dalam waktu dekat. Sementara itu, pada Kuadran 4
(Melebihi Ekpektasi), terdapat indikator seperti A2 dan A8 yang
menunjukkan performa kinerja tinggi pada area yang dianggap kurang
prioritas oleh pengguna layanan. Kondisi pada Kuadran 4 ini
mengindikasikan potensi adanya alokasi sumber daya yang berlebih
(over-investment), sehingga manajemen dapat mempertimbangkan
langkah efisiensi dengan merealokasi sebagian fokus dan sumber
daya dari area tersebut untuk mengoptimalkan perbaikan pada

sektor-sektor kritis yang berada di Kuadran 2.

Saran dan Masukan Untuk Informasi Publik Bappebti

Pada survei kepuasan pengguna layanan informasi publik Bappebti
pada periode Januari-Juni 2026 ini, terdapat bagian ‘B’ yang berisikan
saran dan masukan yang diisi oleh responden. Bagian ini penting untuk
analisis survei lebih lanjut karena secara jelas menggambarkan
harapan pengguna layanan informasi publik Bappebti. Berdasarkan
saran dan masukan yang diperoleh dari responden, dilakukan
pengkodean dengan cara mengklasifikasikan menurut tone (nhuansa)
nasehat yang diberikan, apakah positif (+), netral (=) atau negatif (-).
Penyederhanaan dan pengkodean kemudian dilakukan berdasarkan
kata kunci dan area perbaikan yang menjadi fokus. Informasi lebih

lengkap dapat dilihat pada Tabel 25 di bawah ini.
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Tabel 25 Saran Dan Masukan Untuk Pengguna Layanan Informasi

Publik Bappebti

Tone Kata Area
ID Saran dan Masukan
(+) (=) () Kunci Perbaikan
KIP.0 Lebih cepat lagi dalam W
1 merespon layanan WA penyelesai pelayanan
an layanan
KIP.0 sudah ok Penyelesai Kinerja
2 an layanan pegawai
KIP.0 Tidak ada Prosedur Pemberian
3 pengadua informasi
n kepada
pelanggan
KIP.0 Lebih fastrespon Kecepatan Waktu
4 penyelesai pelayanan
an layanan
KIP.0 Optimalkan kualitas Pelayanan Pemberian
5 layanan publik dengan dan informasi
infratruktur yg sudah keterbuka kepada
ada. an pelanggan
informasi
KIP.0 Hopefullyit can be Kecepatan Waktu
6 fast response penyelesai pelayanan
an layanan
KIP.0 Kantor Cabang
7 Pembantu Bappeti

bisa ada dibuatkan
resmi pada semua
ibukota propinsi pada
seluruh wilayah
daratan Indonesia
perlu diperhatikan
dalam pelayanan

keluhan masyarakat
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ID

Saran dan Masukan

warganegara
Indonesia yang
bertransaksi saham
dan surat berharga

obligasi perbankan

Area

Perbaikan

KIP.O

| hope Bappebti could
reply my email..

piresloh7@gmail.com

KIP.O

Pls reply to my email..

KIP.1

Jam Istirahat terlalu N Kecepatan
lama hingga satu jam penyelesai
tiga puluh menit. dan an layanan
jam pulang belum jam

15.00 petugas sudah

pada sepi/close. saran

untuk dapat di

maksimalkan kembali

jam pelayanan publik

dalam office hours.

dan bagian humas

dalam kordinasi pada

Biro terkait dapat

dengan cepat

sehingga tidak terlalu

menunggu lama

dalam pelayanan satu

customer.

Waktu

pelayanan

KIP.1

Perlu respon yg cepat N Kecepatan
dlm menanggapi penyelesai

sebuah masalah an layanan

Waktu

pelayanan
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Tone Kata Area
ID Saran dan Masukan
(+) (=) () Kunci Perbaikan
KIP.1 Mohon Bappebti, lebih W
2 cepat menindak lanjuti penyelesai pelayanan
aduan dr masyarakat an layanan
atau permohonan
bantuan ahli dr intansi
yg membutuhkan
KIP.1  Website BAPPEBTI
3 telah menyediakan

banyak informasi yang
bermanfaat terkait
perdagangan
berjangka komoditi,
aset kripto, dan
perlindungan
konsumen. Namun,
dari sisi pelayanan
publik, respons
terhadap pertanyaan
atau permohonan
informasi yang
disampaikan melalui
kanal komunikasi yang
tertera di website
terkadang
membutuhkan waktu
yang cukup lama.
Saran saya:

1. Menambahkan fitur
live chat atau chatbot
yang dapat
memberikan jawaban

awal secara otomatis
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Tone Kata Area
1D Saran dan Masukan
(+) = Kunci Perbaikan
]

terhadap pertanyaan
yang sering diajukan
masyarakat.

2. Menetapkan
standar waktu respons
(service level
agreement/SLA) yang
diinformasikan secara
jelas kepada
pengguna website
sehingga masyarakat
mengetahui estimasi
waktu tanggapan yang
akan diterima.

3. Mengoptimalkan
notifikasi otomatis
melalui email ketika
masyarakat
mengirimkan
pertanyaan atau
permohonan informasi
sebagai bukti bahwa
pesan telah diterima

dan sedang diproses.

KIP.1 Menurut saya N
4 bappebti harus
mengecek program"
yang tidak memiliki

izin dari bappebti

KIP.1  Sudah melayani N
5 dengan baik
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Tone Kata Area
ID Saran dan Masukan
(+) (=) () Kunci Perbaikan
|

KIP.1 Lebih di perbanyak N Ketanggap Kinerja

6 sdm untuk pelayanan an pegawai

tatap muka

KIP.1 Ya N Kinerja Kinerja

7 pegawai pegawai

Sumber: Hasil analisis (2025)

Rencana Tindak Lanjut Perbaikan Layanan Informasi Publik

Sebagai bentuk dari prinsip peningkatan kualitas berkelanjutan
(continuous improvement), hasil pemetaan Importance-Performance
Analysis (IPA) pada Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) wajib
dikonversikan ke dalam langkah-langkah perbaikan yang terukur.
Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini disusun untuk memastikan bahwa
intervensi manajemen dilakukan secara tepat sasaran, efektif, dan
efisien berdasarkan skala prioritas kuadran. Fokus utama dari
intervensi ini adalah mengurai sumbatan (bottleneck) pada aspek
krusial yang berada di bawah ekspektasi publik, mempertahankan
keunggulan pada aspek yang berkinerja tinggi, serta melakukan
rasionalisasi sumber daya pada area yang terindikasi mengalami
investasi berlebih (over-investment). Tabel 26 adalah usulan matriks
Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang dapat diintegrasikan ke dalam

dokumen pelaporan evaluasi kinerja pelayanan instansi.

Tabel 26 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan Layanan Perijinan PBK

Kuadran Aspek Rencana Tindak Lanjut
Fokus Strategi
IPA Pelayanan (Action Plan)
|
Kuadranll e Waktu Tingkat kepentingan 1. Melakukan reviu dan
(Prioritas Pelayanan sangat tinggi bagi pemangkasan tahapan
Utama) (A3) pengguna, namun birokrasi (BPR - Business

kinerja aktual masih
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Kuadran

IPA

Aspek

Pelayanan

Fokus Strategi

Rencana Tindak Lanjut

(Action Plan)

di bawah rata-rata.
Terdapat urgensi

penyelesaian karena

2.

skor mengalami tren

penurunan (-0,29).

Process Reengineering)

pada SOP layanan.

Menetapkan Service Level

Agreement (SLA) internal
yang lebih ketat dengan
sistem peringatan dini
(early warning system)
bila layanan mendekati

batas waktu.

. Mendorong digitalisasi

pada tahapan layanan
yang masih memakan

waktu verifikasi manual.

. Melakukan evaluasi dan

koordinasi berkala
dengan tim pelayanan
publik

Kuadran |
(Pertahank

an Prestasi)

o Kompetensi
Pelaksana
(A6), Perilaku
Pelaksana
(A7), Sarana &
Prasarana
(A9)

Kinerja instansitelah 1,
sejalan dengan
tingginya ekspektasi
publik. Aspek ini
merupakan tulang
punggung kepuasan

layanan saat ini.

Melaksanakan Capacity
Building dan penyegaran
standar Service
Excellence secara

berkala bagi petugas.

2. Menerapkan

sistem reward (pengharg
aan) bagi pelaksana

layanan terbaik.

. Menjadwalkan

pemeliharaan preventif
(preventive maintenance)
sarana prasarana secara

rutin.
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Kuadran Aspek Rencana Tindak Lanjut
Fokus Strategi
IPA Pelayanan (Action Plan)

T
4. Melibatkan biro teknis

sebagai tim pelaksana

pelayanan publik

Kuadran IV e Prosedur Kinerja sangatbaik 1. Melakukan rasionalisasi

(Melebihi Pelayanan pada area yang dan deregulasi minor

Ekspektasi) (A2), sensitivitas/kepentin pada prosedur layanan
Penanganan gannya dinilai lebih (A2) yang terlampau rigid.

Pengaduan rendah oleh
(A8) pengguna.

Terindikasi adanya

2. Merealokasi sebagian
anggaran, waktu, atau
sumber daya manusia

alokasi sumber daya (SDM) dari area ini untuk

yang berlebih. memperkuat unit teknis

penyelesaian layanan
(A3) guna memecah
antrean atau tumpukan

beban kerja.

Kuadran Il e Biaya/Tarif Baik tingkat 1. Mempertahankan

(Prioritas (A4) kepentingan maupun transparansi dan

Rendah) kinerja berada pada aksesibilitas informasi
kuadran rendah, mengenai rincian
namun telah biaya/tarif layanan non-
menunjukkan PNBP maupun PNBP
perbaikan performa melalui media saluran
positif (+0,34). digital instansi.

2. Pemantauan berkala
tanpa memerlukan
intervensi program atau
alokasi anggaran
berskala besar dalam

waktu dekat.

Sumber: Hasil analisis (2026)
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7. Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Konsultasi Hukum

Analisis survei kepuasan layanan konsultasi hukum Bappebti diawali
dengan profil responden, termasukdidalamnya berisi ulasan terkait
profil demografi responden yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang
diajukan dalam kuesioner yang disediakan, serta beberapa informasi
terkait. Sebagai analisis lebih lanjut, seperti frekuensi interaksi responden
dengan layanan, dan analisis deskriptif yang memuat ikhtisar data yang
dikaji dalam survei kepuasan layanan konsultasi hukum , serta informasi
yang relevan.
a. ProfilResponden
Penelitian survei kepuasan pengguna layanan konsultasi hukum
Bappebti yang diberikan oleh Biro Perundang-undangan PBK, SRG, dan
PLK yang ditujukan kepada responden yang pernah berinteraksi dan
menggunakan layanan konsultasi hukum Bappebti selama periode
Januari-Juni 2026. Di dalam survei ini total kuesioner yang telah diisi
oleh responden sebanyak 64 kuesioner dan valid untuk dilanjutkan ke
tahapan analisis sebanyak 56 kuesioner. Pada Gambar 16 dan 17 di
bawah ini menunjukan kategori responden berdasarkan jenis kelamin

dan usia responden.

Gambar 16 Kategori Gambar 17 Kategori
Responden berdasarkan Responden Berdasarkan
Jenis kelamin Usia Responden

[} 14%
° 17-25\
® 2635 ‘ 8%

® 36-40

41%
® Laki-laki

@® Perempuan

® 41-50

® >51

80%

34%

Sumber: Hasil analisis (2026)
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Pada Gambar 18 di bawah menunjukan kategori responden
berdasarkan jenis pelaku usaha di bidang PBK, SRG, dan PLK. Dimana
semua responden merupakan pelaku usaha PBK (100 persen) yang

berinteraksi dengan Biro Perundang-undangan PBK, SRG, dan PLK.

Gambar 18 Kategori Responden Survei Layanan Konsultasi Hukum

® Pelaku usaha PBK

100%

Sumber: Hasil analisis (2026)

Klasifikasi informasi responden berdasarakan waktu terakhir
penggunaan layanan konsultasi hukum Bappebti dapat dilihat pada
Gambar 19. Hal ini menunjukkan bahwa responden survei merupakan
pengguna layanan dari Biro Perundang-undangan PBK, SRG, dan PLK
pada periode Januari-Juni 2026. Sebanyak 39 persen responden
menggunakan layanan ini < 1 bulan, dan 48 persen menggunakan
layanan dalam kurun waktu 1-3 bulan, dan 13 menggunakan layanan
antara kurun waktu 4 — 6 bulan. Berdasarkan data yang didapatkan dari
survei ini diketahui bahwa semua responden benar menggunakan
layanan ini dalam periode waktu layanan di bulan Januari-Juni 2026,
sehingga jawaban didalam kuisioner yang diisi oleh repsonden dapat
dipertanggung jawabkan keabsahannya untuk digunakan, sehingga
dapat dilakukan analisis lebih lanjut untuk menghitung nilai indeks

kepuasan pengguna layanan.
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Gambar 19 Waktu Terakhir Penggunaan Layanan Konsultasi Hukum

13%

® < 1Bulan

® 1-3Bulan

® 4-68Bulan

Sumber: Hasil analisis (2026)

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran terhadap
data yang diteliti dalam survei yang dilakukan. Analisis deskriptif
ditunjukkan dengan nilai mean atau rataan dari setiap aspek variabel
kepentingan dan variabel kepuasan pada Bagian A dari kuesioner yang
diberikan kepada responden. Tujuan analisis ini adalah untuk
mengetahui secara detail bagian mana dari dimensi pelayanan yang
mempunyai skor rata-rata. kurang dari 3,00 (rendah) dan nilai rata-rata

lebih besar dari 3,00 (tinggi) pada setiap aspek pelayanan.

Adapun analisis deskriptif yang ditampilkan secara keseluruhan tersaji
di Tabel 29. Berdasarkan informasi Tabel 29, didapati semua aspek
pada variabel kepentingan dan variabel kepuasan layanan konsultasi
hukum Bappebti sudah berada di atas nilai cut-off (> 3,00). Namun,
ketika membandingkan variabel-variabel tersebut, masih terdapat
kesenjangan antara tingkat kepentingandan tingkat kepuasan
responden. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang
mempengaruhi dan memprioritaskan peningkatan kinerja akan

dijelaskan pada bab berikut.
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Tabel 27 Perbandingan Variabel Kepentingan dan Kepuasan Layanan

Konsultasi Hukum Bappebti Tahun 2026

Nilai rata-rata Nilai rata-rata

No Aspek Layanan Gap
kepentingan kepuasan
A1 Persyaratan Pelayanan m
A2 Prosedur Pelayanan 3,87 3,74 -0,13
A3 Waktu Pelayanan 3,78 3,61 -0,17
A4  Biaya/Tarif 3,61 3,57 -0,04
A5 Produk Spesifikasi 3,78 3,61 -0,17
Pelayanan
A6 Kompetensi Pelaksana 3,87 3,74 -0,13
A7 Perilaku Pelaksana 3,87 3,76 -0,11
A8 Penanganan Pengaduan, 3,83 3,70 -0,13

Saran dan Masukan

A9 Saranadan Prasarana 3,64 3,74 0,10

Sumber: Hasil analisis (2025)

Berdasarkan hasil pengukuran kualitas Layanan Konsultasi Hukum
pada tahun 2026, tingkat ekspektasi masyarakat secara umum sangat
tinggi, yang ditunjukkan oleh tingginya nilai rata-rata kepentingan pada
mayoritas aspek pelayanan. Skor kepentingan tertinggi mencapai 3,87
yang merata pada empatindikator utama, yaitu Persyaratan Pelayanan
(A1), Prosedur Pelayanan (A2), Kompetensi Pelaksana (A6), dan
Perilaku Pelaksana (A7). Di sisi lain, dari segi kinerja aktual, instansi
juga mencatatkan nilai rata-rata kepuasan yang positif dengan capaian
tertinggi sebesar 3,76 pada aspek Perilaku Pelaksana (A7), disusul oleh
perolehan nilai 3,74 pada aspek A1, A2, A6, serta Sarana dan Prasarana
(A9). Sementara itu, aspek Biaya/Tarif (A4) menjadi indikator dengan
perolehan nilai kepentingan maupun kepuasan terendah, yakni

masing-masing sebesar 3,61 dan 3,57.

Lebih lanjut, analisis kesenjangan (gap) antara nilai kepuasan dan

kepentingan memperlihatkan bahwa kinerja instansi pada sebagian
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besar aspek pelayanan masih belum sepenuhnya memenuhi
ekspektasi pengguna, yang ditandai dengan nilai gap negatif.
Kesenjangan kinerja terbesar berada pada angka -0,17 yang terjadi
pada aspek Waktu Pelayanan (A3) dan Produk Spesifikasi Pelayanan
(A5), sehingga mengindikasikan adanya urgensi perbaikan strategis
pada efisiensi waktu dan kejelasan spesifikasi produk layanan. Aspek
lainnya secara berurutan turut mencatatkan gap negatif, mulai dari -
0,13 pada aspek A1, A2, A6, dan A8, kemudian -0,11 pada aspek A7,
hingga defisit terkecil -0,04 pada aspek A4. Meskipun demikian,
apresiasi khusus perlu diberikan pada aspek Sarana dan Prasarana
(A9) yang berhasil menjadi satu-satunya indikator dengan capaian gap
positif sebesar 0,10. Kinerja pada kuadran ini menegaskan bahwa
kualitas fasilitas yang disediakan untuk Layanan Konsultasi Hukum

telah melampaui harapan masyarakat.

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) Konsultasi Hukum
Bappebti

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) Penyelesaian Perselisihan
dan Konsultasi Hukum Bappebti guna menjawab pertanyaan riset yang
pertama (PR1) yakni “Bagaimana tingkat kepuasan pengguna layanan
konsultasi hukum Bappebti?”. Perhitungan nilai Indeks Kepuasan
Pengguna Layanan (IKPL) dihitung dari hasil penilaian persepsi
kepuasan responden atas 9 aspek layanan. Responden memberikan
nilai kepuasan dengan rentang 1 s.d. 4, dengan makna yakni 1 = Sangat
Tidak Puas, 2 = Tidak Puas, 3 = Puas, dan 4 = Sangat Puas. Kemudian
nilai rata-rata kepuasan layanan tersebut digunakan sebagai Indeks
Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL). Pada Tabel 28 menunjukkan
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) Penyelesaian Perselisihan

dan Konsultasi Hukum Bappebti Tahun 2025.
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Tabel 28 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) Konsultasi
Hukum Bappebti Tahun 2026

Nilai Nilai

No Aspek Pelayanan Rata-rata Rata-rata
tertimbang

A1 Persyaratan Pelayanan ﬂ
A2 Prosedur Pelayanan 3,76 0,42
A3 Waktu Pelayanan 3,74 0,42
A4 Biaya/Tarif 3,83 0,43
A5  Produk Spesifikasi Pelayanan 3,76 0,42
A6 Kompetensi Pelaksana 3,79 0,42
A7 Perilaku Pelaksana 3,81 0,42

A8 Penanganan Pengaduan, Saran dan
3,78 0,42
Masukan

A9 Sarana dan Prasarana 3,79 0,42
Nilai Rata-Rata Tertimbang 3,69
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 92,21
Huruf Mutu Layanan A
Mutu Layanan Sangat Baik

Sumber: Hasil analisis (2026)

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
(IKPL) untuk layanan konsultasi hukum Tahun 2026 (lihat Tabel 28),
evaluasi terhadap sembilan aspek pelayanan menunjukkan performa
yang sangat positif dengan rentang skor yang merata. Capaian nilai
rata-rata tertinggi diraih oleh aspek Biaya/Tarif (A4) dengan skor 3,83
dan nilai rata-rata tertimbang sebesar 0,43. Selanjutnya, aspek
Perilaku Pelaksana (A7) turut mencatatkan kinerja unggul dengan nilai
rata-rata 3,81, diikuti oleh aspek Kompetensi Pelaksana (A6) dan
Sarana dan Prasarana (A9) yang masing-masing memperoleh skor
3,79. Sebagian besar indikator lainnya, meliputi Persyaratan
Pelayanan (A1), Prosedur Pelayanan (A2), dan Produk Spesifikasi

Pelayanan (A5), berada pada posisi stabil dengan perolehan nilai rata-
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rata seragam vyakni 3,76. Sementara itu, aspek Penanganan
Pengaduan, Saran dan Masukan (A8) mendapatkan skor 3,78, dan nilai
rata-rata terendah tercatat pada aspek Waktu Pelayanan (A3) dengan
nilai 3,74. Seluruh aspek, kecuali Biaya/Tarif, mencatatkan bobot nilai

rata-rata tertimbang yang identik, yaitu sebesar 0,42.

Secara akumulatif dari seluruh penilaian sektoral pada sembilan aspek
pelayanan tersebut menghasilkan Nilai Rata-Rata Tertimbang sebesar
3,69. Apabila dikonversikan ke dalam skala penilaian standar, capaian
ini menghasilkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar
92,21. Berdasarkan perolehan angka indeks akhir tersebut, kualitas
Layanan Konsultasi Hukum secara keseluruhan berhak mendapatkan
Huruf Mutu Layanan "A", yang merepresentasikan predikat Mutu
Layanan "Sangat Baik". Hasil ini merefleksikan keberhasilan instansi
dalam menyelenggarakan pelayanan prima yang tidak hanya dikelola
secara profesional, tetapi juga mampu memenuhi ekspektasi

pengguna layanan dengan standar mutu yang optimal.

Dalam menjawab pertanyaan riset kedua (PR2) “Bagaimana
perbandingan antar waktu kinerja layanan konsultasi hukum Bappebti”
kemudian dilakukan perbandingan nilai Indeks Kepuasan Pengguna
Layanan (IKPL) konsultasi hukum Bappebti dari waktu ke waktu selama
seTahun terakhir. Perbandingan IKPL dari waktu ke waktu berdasarkan
besaran layanan dapat dilihat pada Tabel 29 di bawah ini. IKPL
Penyelesaian Perselisihan dan Konsultasi Hukum Tahun 2026
mengalami peningkatan kumulatif yang signifikan dibandingkan hasil

rata-rata Tahun 2025.
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Tabel 29 Perbandingan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

(IKPL) Konsultasi Hukum Bappebti Tahun 2026

Nilai Rata-Rata Tertimbang

No Aspek Pelayanan

2025 2026 Gap
A1 Persyaratan Pelayanan m
A2 Prosedur Pelayanan 3,76 3,74 -0,02
A3 Waktu Pelayanan 3,74 3,61 -0,13
A4 Biaya/Tarif 3,83 3,57 -0,26
A5 Produk Spesifikasi Pelayanan 3,76 3,61 -0,15
A6 Kompetensi Pelaksana 3,79 3,74 -0,05
A7 Perilaku Pelaksana 3,81 3,76 -0,05

A8 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 3,78 3,70 -0,08
A9 Sarana dan Prasarana 3,79 3,74 -0,05

Nilai Rata-Rata 3,78 3,69 -0,09

Nilai IKPL 94,50 92,21 -2,29

Sumber: Hasil analisis (2026)

Secara umum nilai per aspek dalam variabel kepuasan layanan
konsultasi hukum Bappebti terselenggara dengan sangat baik, dimana
9 aspek dalam variabel kepuasan layanan berada diatas nilai batas
kritis/ cut-off (>3,00) sebagaimana telah ditetapkan. Berdasarkan
Tabel 31, hasil analisis komparatif terhadap Indeks Kepuasan
Pengguna Layanan (IKPL) Layanan Konsultasi Hukum antara tahun
2025 dan 2026, evaluasi kinerja menunjukkan tren penurunan
menyeluruh yang ditandai dengan defisit (gap negatif) pada
kesembilan aspek pelayanan. Penurunan paling signifikan
teridentifikasi pada aspek Biaya/Tarif (A4) yang merosot sebesar -0,26
(dari 3,83 menjadi 3,57), disusul secara berurutan oleh aspek Produk
Spesifikasi Pelayanan (A5) sebesar -0,15 dan Waktu Pelayanan (A3)
sebesar -0,13. Aspek-aspek fundamental lainnya, meliputi
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (A8), Kompetensi

Pelaksana (A6), Perilaku Pelaksana (A7), serta Sarana dan Prasarana
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(A9), turut mengalami penyusutan kinerja dengan rentang koreksi
antara -0,05 hingga -0,08, sementara defisit terkecil sebesar -0,02
tercatat pada aspek Persyaratan Pelayanan (A1) dan Prosedur
Pelayanan (A2). Secara agregat, pelemahan kinerja pada seluruh
indikator sektoral tersebut bermuara pada terkoreksinya Nilai Rata-
Rata keseluruhan sebesar -0,09 (dari 3,78 menjadi 3,69), yang
berdampak langsung pada penurunan agregat Nilai IKPL secara
substansial sebesar 2,29 poin, dari perolehan 94,50 pada tahun 2025
menjadi 92,21 pada tahun 2026.

Hubungan Antara Tingkat Kepentingan Layanan dan Tingkat Kepuasan

Pengguna Layanan

Dalam menjawab tujuan dalam survei “aspek layanan yang sudah baik
dan perlu dipertahankan” dan “aspek layanan yang masih perlu
ditingkatkan” dilakukan analisis lanjutan menggunakan matrik
importance performance analysis (IPA). Pada Gambar 20 menunjukkan
matriks ekspektasi-kualitas layanan penyelesaian perselisihan dan
konsultasi hukum. Titik perpotongan sumbu vertikal dan horizontal
pada matriks merupakan nilai rata-rata ekspektasi dan kualitas layanan

penyelesaian perselisihan dan konsultasi hukum.

Matriks importance performance analysis (IPA) dibagi ke dalam empat
kuadran: kuadran | (high expectation-high quality, kanan atas), kuadran
Il (high expectation-low quality, kanan bawah), kuadran Il (high
expectation-low quality, kiri bawah), dan kuadran IV (low expectation-
high quality, kiri atas). Matriks IPA menunjukan nilai relative expectation
(variabel kepentingan) and quality (variabel kepuasan) dari sembilan

aspek layanan.
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Gambar 20 Matriks IPA Layanan Penyelesaian Perselisihan Dan

Konsultasi Hukum Tahun 2026
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—
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IMPORTANCE

Sumber: Hasil analisis (2026)

Berdasarkan hasil pemetaan matriks importance-performance
analysis (IPA) layanan konsultasi hukum pada Gambar 20, persepsi
dan ekspektasi pengguna layanan terdistribusi ke dalam empat
kuadran strategis yang mempertemukan tingkat kepentingan
(Importance) pada Sumbu X dan kinerja aktual (Performance) pada
Sumbu Y. Pada Kuadran 1 (Pertahankan Prestasi), teridentifikasi
indikator A1, A2, A6, A7, dan A8 yang merepresentasikan aspek-aspek
dengan tingkat kepentingan tinggi bagi pengguna dan telah diimbangi
dengan capaian kinerja yang memuaskan dari pihak penyelenggara
layanan. Kualitas pelayanan pada area ini merupakan kekuatan utama
yang wajib dijaga konsistensinya. Di sisi lain, instansi menunjukkan
performa tata kelola yang impresif dengan ketiadaan indikator yang
jatuh ke dalam Kuadran 2 (Prioritas Utama), yang berarti tidak ada
satupun aspek krusial di mata masyarakat yang mengalami defisit

kinerja yang signifikan.
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Sementara itu, analisis pada indikator dengan tingkat kepentingan di
bawah rata-rata menunjukkan persebaran pada dua kuadran lainnya.
Pada Kuadran 3 (Prioritas Rendah), terdapat aspek A3, A4, dan A5 yang
dinilai kurang krusial oleh pengguna layanan, selaras dengan kinerja
aktualnyayangjuga berada di bawah garis rata-rata pencapaian. Posisi
ini menunjukkan bahwa ketiga indikator tersebut tidak menuntut
alokasi sumber daya untuk perbaikan mendesak dalam waktu dekat,
meskipun pemantauan rutin tetap diperlukan. Sebaliknya, aspek A9
menempati Kuadran 4 (Melebihi Ekspektasi), yang mengindikasikan
bahwa kinerja yang diberikan tergolong sangat tinggi pada area yang
sensitivitas atau kepentingannya dinilai lebih rendah oleh pengguna.
Kondisi ini dapat menjadi landasan bagi manajemen untuk meninjau
kembali efisiensi operasional guna merealokasi potensi sumber daya

berlebih (over-investment) dari aspek A9 ke program strategis lainnya.
Saran dan Masukan untuk Layanan Konsultasi Hukum Bappebti.

Pada survei kepuasan pengguna layanan konsultasi hukum Bappebti
pada periode Januari-Juni 2026 ini, terdapat bagian ‘B’ yang berisikan
saran dan masukan yang diisi oleh responden. Bagian ini penting untuk
analisis survei lebih lanjut karena secara jelas menggambarkan
harapan pengguna layanan konsultasi hukum Bappebti. Berdasarkan
saran dan masukan yang diperoleh dari responden, dilakukan
pengkodean dengan cara mengklasifikasikan menurut tone (nuansa)
nasehat yang diberikan, apakah positif (+), netral (=) atau negatif (-).
Penyederhanaan dan pengkodean kemudian dilakukan berdasarkan
kata kunci dan area perbaikan yang menjadi fokus. Informasi lebih

lengkap dapat dilihat pada Tabel 30 dibawah ini.
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Tabel 30 Saran Dan Masukan Untuk Pengguna Layanan Konsultasi

Hukum Bappebti

HKM.01

Tone
Saran dan Masukan

Area
Kata Kunci

Semoga tetap solid bekerja
demi menuju Indonesia

emas

Perbaikan
|

HKM.02

Tingkatkan dan tetap \

konsisten

HKM.03

Agar respon ditingkatkan \

respon Kinerja

pegawai

HKM.04

Cukup memuaskan & \

sangat responsif

HKM.05

HKM.06

Ketersediaan data histori
transaksi trading sebagai
pembanding antara
penyedia sistem dengan
nasabah apabila ada
sengketa atau laporan
pidana terkait perdagangan

berjangka

Data historis Penyedi

transaksi aan data

historis

HKM.07

Untuk permohonan saksi \
kepada pihak bappebti

sudah bagus dan tepat

waktu,

Untuk setiap pertanyaan

via email terkait
pengaduan/korban

penipuan khusus di media
online, pihak Bappebti
memberikan respon secara

baik dan cepat.
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Tone Area
ID Saran dan Masukan Kata Kunci
+) (=) Perbaikan
Mo |
HKM.09 Terus kembangkan \ Koordinasi Peningk
pelayanan dan kordinasi dengan atan
dengan penegak hukum penegak koordina
polri hukum Si
dengan
lembaga
lain
HKM.10  Tidak ada kritik, saran ol
hanya supaya
dipertahankan dan
ditingkatkan pelayanannya
HKM.11  Beberapa kali konsul \
dengan pihak Bappebti
sangat bagus sekali
pelayanannya
HKM.12  Semoga kemajuan \ Teknologi Pemanf
teknologi dapat aatan
dimanfaatkan demi teknolog
pelayanan yang maksimal i
HKM.13  Peningkatan Sinergitas \
untuk melayani
masyarakat
HKM.14  Konsisten dan tetap \
semangat
HKM.15 Pelayanan Sudah bagus
HKM.16  Sudah cukup baik
HKM.17 Semoga lebih dapat di Saksi ahli Kinerja
tingkatkan dalam aspek pegawai

saksi ahli terkait dengan

kepentingan penyidikan.
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Tone Area
ID Saran dan Masukan Kata Kunci
+) (=) - Perbaikan
HKM.18 Pelayanan yang tdk \ W
responsif, akan pegawai
mengakibatkan
ketidakpuasan bagi pelaku
usaha.
Bappebti dapat
meningkatkan pelayanan
yg prima dan memuaskan
bagi pelaku usaha dan
masyarakat
HKM.19  Tingkatkan kegiatan \ Kegiatan Edukasi
pencegahan pencegahan dan
pencega
han
HKM.20  Agar dipertahankan demi \
pelayanan terbaik
HKM.21  Sudah sangat bagus \
HKM.22  Tingkatkan Kapasitas pengawasan Pengaw
Pengawasan Berbasis dan akses asan;
Teknologi informasi akurasi
Permudah Akses Informasi informa
dan Perkuat Edukasi si;
Interaktif pemberi
an
edukasi
HKM.23 Tingkatkan pelayanandan Sosialisasi Kinerja
sosialisasi hukum yang hukum pegawai
berkaitan dg tugas dan
tanggung jawab Bappeti
HKM.24  Semoga pelayanan \

bappebti semakin prima

dan memuaskan.
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Saran dan Masukan Kata Kunci

HKM.25

Layanan yang telah \
diberikan oleh Bappebti

saat ini sudah sangat

Prima dan Memuaskan,
Semoga Bappebti

kedepannya dapat

mempertahankannya.

Area

Perbaikan

HKM.26

Untuk meningkatkan \ Transparansi
pelayanan Bappebti agar informasi dan
lebih prima dan edukasi
memuaskan, fokus utama

harus pada transparansi

informasi, efisiensi

operasional, dan literasi

publik.

Bappebti perlu

meningkatkan pemahaman

masyarakat tentang

investasi yang aman serta

legal.

Selain itu, kolaborasi antar

lembaga juga sangat

krusial untuk membangun

lingkungan investasi yang

tepercaya.

Akurasi
informa
si;
pemberi
an

edukasi

HKM.27

Saran kami kepada \
Bappebti agar tetap
mempertahankan

pelayanan yang terbaiknya

HKM.28

Sudah semakin baik, N

transparan dan terbuka
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Tone Area
ID Saran dan Masukan Kata Kunci
+ = ) Perbaikan
serta objektif dalam —
pelayanan.

HKM.29  Untuk Pelayanan yang \ Ruang Peningk
optimal sebaik Ruang pelayanan atan
Kantor Bappebti jadi satu, fasilitas
tidak terpisah-pisah antara
satu biro dengan biro
lainnya di Kemendag.

HKM.30 Saatini cukup Puas \

HKM.31 -

HKM.32  Keep up the good work! \

HKM.33  Agartindak lanjut dan \ Kecepatan Waktu
tanggapan dari Nasabah layanan dan layanan;
terkait dengan pengaduan ketanggapan  kinerja
onlinenya dapat ditanggapi pegawai

dengan cepat, cermat dan

responsif

Sumber: Hasil analisis (2026)

RencanaTindak Lanjut Perbaikan Layanan Konsultasi Hukum Bappebti

Sebagai wujud komitmen terhadap prinsip perbaikan berkelanjutan
(continuous improvement) dalam tata kelola pelayanan publik, maka
diperlukan upaya untuk menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang
strategis dan terukur. Penyusunan matriks ini ditujukan untuk
memformulasikan intervensi kebijakan secara presisi, memastikan
bahwa setiap alokasi sumber daya institusi memberikan dampak
maksimal terhadap Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Publik

Bappebti.

Kondisi pemetaan saat ini menunjukkan struktur kinerja pelayanan

yang sangat sehat, ditandai dengan absennya indikator pada wilayah
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defisit kritis (Kuadran Il). Oleh karena itu, fokus utama dari kerangka
tindak lanjut ini diarahkan pada pemeliharaan standar operasional
yang telah unggul (Service Excellence), pemantauan indikator
sekunder, serta rasionalisasi aset guna mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan yang efisien, transparan, dan berorientasi pada kepuasan
publik. Berikut adalah usulan Matriks Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang
dapat diintegrasikan langsung ke dalam dokumen evaluasi kinerja

instansi.

Tabel 31 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan Layanan Konsultasi Hukum

Bappebti

Rencana Tindak

Kuadran IPA Aspek Pelayanan Fokus Strategi Lanjut (Action Plan)
Kuadran A1, A2, A6, A7, Sektor 1. Melakukan
[(Pertahankan A8(Persyaratan, fundamental ini standardisasi
Prestasi) Prosedur, dinilai sangat pedoman mutu

Kompetensi, krusial oleh dan penguatan
Perilaku, masyarakat dan kapasitas
Penanganan telah dikelola (Capacity
Pengaduan) dengan performa Building) secara
tinggi. Aspek- berkala bagi
aspek ini menjadi SDM/petugas
tulang punggung layanan garda
(backbone) terdepan.

kepuasan publik
saat ini.

2. Menerapkan

sistem
penghargaan
(Reward System)
berbasis metrik
kinerja bagi
aparatur
pelayanan.

3. Menjaga

responsivitas
kanal aduan (A8)
agar tetap berada
di bawah batas
waktu Service
Level Agreement
(SLA).
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Kuadran IPA

Aspek Pelayanan

Kuadran
[[(Prioritas Utama)

Nihil / Tidak Ada

Fokus Strategi

Institusi tidak
memiliki
sumbatan
(bottleneck)
kinerja yang
kritikal. Seluruh
elemen layanan
yang dianggap
sangat penting
oleh masyarakat
telah memenuhi
atau melampaui

Rencana Tindak
Lanjut (Action Plan)

Tidak memerlukan
intervensi Business
Process
Reengineering
(BPR) berskala
besar dalam waktu
dekat. Fokus
dialihkan pada
pengawasan dan
audit kepatuhan
rutin.

ekspektasi.
Kuadran A9(Sarana dan Fasilitas fisik 1. Menunda
IV(Melebihi Prasarana) mendapatkan ekspansi atau
Ekspektasi) apresiasi kinerja pengadaan aset

yang tinggi dari
pengguna,
meskipun tingkat
kepentingannya
relatif berada di
bawah rata-rata
indikator lain.
Terdapat indikasi
potensi alokasi
sumber daya
berlebih (over-
investment).

fisik berskala
besar pada tahun
anggaran
berikutnya,
kecuali untuk
kebutuhan yang
bersifat
mendesak.

2. Beralih pada
strategi
pemeliharaan
preventif
(preventive
maintenance)
untuk menjaga
umur pakai
(lifecycle) sarana
prasarana yang
ada.

3. Merealokasi
sebagian
anggaran
operasional fisik
untuk
optimalisasi
infrastruktur
digital.
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Kuadran IPA Aspek Pelayanan
Kuadran A3, A4,
[ll(Prioritas A5(Waktu,
Rendah) Biaya/Tarif,

Produk
Spesifikasi
Layanan)

Fokus Strategi

Indikator berada
pada tingkat
signifikansi yang
lebih rendah
dengan kinerja
yang juga di
bawah rata-rata
batas atas.
Masyarakat tidak
menuntut
perubahan masif,
namun perbaikan
bertahap tetap
relevan.

Rencana Tindak

Lanjut (Action Plan)

1. Mendorong

transparansi
penuh terhadap
struktur
tarif/biaya (A4)
melalui media
informasi publik
digital.

2. Melakukan

evaluasi internal
berkala terhadap
kepatuhan durasi
waktu layanan
(A3) tanpa perlu
merombak SOP
secara
keseluruhan.

3. Memastikan

output/produk
layanan (A5)
diserahkan
sesuai dengan
spesifikasi yang
dijanjikan.

Sumber: Hasil analisis (2026)
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KESIMPULAN

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Publik Bappebti merupakan indeks
komposit dariindeks penyusunnya yang terdiri dari IKPL perijinan PBK, IKPL
perijinan SRG, IKPL perijinan PLK, IKPL penyelesaian perselisihan dan
konsultasi hukum, dan IKPL informasi publik. Penentuan besaran bobot
dari masing-masing IKPL sebesar 20 persen. Survei Kepuasan Pengguna
Layanan Publik (IKPL) Bappebti telah dilakukan untuk mengetahui kinerja
layanan perijinan PBK, SRG, PLK, Konsultasi hukum, dan informasi publik

Bappebti yang selama Januari-Juni Tahun 2026.

Pada Tabel 31 menyajikan hasil evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat
atas Layanan Publik Bappebti untuk tahun 2026, yang diformulasikan
sebagai sebuah indeks komposit. Nilai agregat ini dihitung berdasarkan
pengukuran terhadap empat unit layanan aktif, di mana masing-masing
layanan merepresentasikan bobot evaluasi yang setara, yakni sebesar 25
persen. Dari keempat layanan yang dievaluasi, Layanan perijinan PBK
mencatatkan capaian kepuasan tertinggi dengan nilai 93,04 (nilai
tertimbang 23,26), disusul oleh Layanan perijinan SRG dengan nilai 92,50
(nilai tertimbang 23,13), dan Layanan konsultasi hukum dengan nilai 92,21
(nilai tertimbang 23,05). Sementara itu, Layanan informasi publik
memperoleh nilai 83,08 (nilai tertimbang 20,77). Adapun satu kategori,
yaitu Layanan perijinan PLK, tidak diikutsertakan dalam pengukuran

periode ini sehingga diberikan bobot 0 persen dengan nilai 0,00.

Secara keseluruhan, akumulasi dari nilai tertimbang keempat indeks
layanan tersebut menghasilkan nilai agregat Indeks Kepuasan Pengguna
Layanan Publik Bappebti sebesar 90,21. Merujuk pada standar evaluasi
yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 14 Tahun 2017
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tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, angka 90,21
tersebut berada pada interval nilai konversi 88,31 — 100,00. Berdasarkan
pedoman tersebut, capaian kinerja pelayanan publik Bappebti pada tahun
2026 berhasil meraih Huruf Mutu Layanan "A" dengan predikat Kinerja Unit
Pelayanan "Sangat Baik". Hal ini mengindikasikan bahwa secara agregat,
penyelenggaraan layanan publik telah dikelola secara profesional, prima,

dan berhasil memenuhi tingkat ekspektasi masyarakat secara optimal.

Tabel 32 Rekapitulasi Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Publik
Bappebti Tahun 2026

Nilai
No Indek Kepuasan Pengguna Layanan Nilai Bobot Tertimbang
|
1 Layanan perijinan PBK 93,04 25% 23,26
2 Layanan perijinan SRG 92,50 25% 23,13
3 Layanan perijinan PLK 0,00 0% 0,00

Layanan penyelesaian perselisihan dan

92,21 25% 23,05
konsultasi hukum

5 Layanan informasi publik 83,08 25% 20,77

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Bappebti 90,21
Huruf Mutu Layanan A

Kriteria Mutu Layanan  Sangat
Baik

Sumber: Hasil analisis (2026)

Berdasarkan Gambar 21, perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
antara tahun 2025 dan 2026, hasil evaluasi menunjukkan dinamika
capaian kinerja yang bervariasi pada empat jenis layanan yang diukur. Tren
pertumbuhan positif berhasil dicatatkan oleh dua sektor layanan, dengan
peningkatan paling signifikan terjadi pada Perijinan SRG. Nilai IKM untuk
layanan ini melonjak dari angka 89,72 pada tahun 2025 menjadi 92,50 pada
tahun 2026. Selain itu, peningkatan performa turut ditunjukkan oleh

layanan Informasi Publik, yang mengalami kenaikan indeks secara
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moderat dari perolehan 81,39 pada periode sebelumnya menjadi 83,08

pada tahun 2026.

Gambar 21 Perbandingan antar waktu Indeks Kepuasan Layanan
Bappebti

100 -

94,50
% 1 93,31

89,72
90
85
81,39
80 -
75 T T T

Perijinan PBK Perijinan SRG Konsultasi Hukum Informasi Publik

m KM 2026 IKM 2025
Sumber: Hasil analisis (2026)

Di sisi lain, grafik tersebut juga mengindikasikan adanya koreksi atau
penurunan nilai kepuasan pada dua jenis layanan lainnya apabila
dikomparasikan dengan capaian tahun sebelumnya. Penurunan terbesar
dialami oleh layanan Konsultasi Hukum, di mana angka indeksnya
menyusut dari 94,50 pada tahun 2025 menjadi 92,21 pada tahun 2026.
Demikian halnya dengan layanan Perijinan PBK yang mengalami sedikit
koreksi nilai dari 93,31 menjadi 93,04. Kendati mengalami penurunan
marjinal, layanan Perijinan PBK tetap berhasil mempertahankan posisinya
sebagai layanan dengan perolehan nilai kepuasan tertinggi di antara

seluruh kategori yang dievaluasi pada tahun 2026.
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LAMPIRAN 1. KUESIONER SURVEI KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN

BAPPEBTI

T sa

- A

SURVEY KEPUASAN
. LAYANAN PUBLIK T//

BAPPEBTI TAHUN 2026

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Layanan
Melalui Umpan Balik Anda.

Kepada Yth :
Pengguna Layanan
Perizinan PBK

A1. PROFIL UMUM

(Mohon menjawab pertanyaan berikut ini dengan memilih salah
satu pilihan)

1. Nama Responden *

2. Jenis Kelamin *
(O Laki-laki

P
l\) Perempuan

3. Usia Responden *
() 1725
() 2635
() 36-40
() 4150

>51

4. Tingkat Pendidikan *
() <sma

SMA

O

O

S1

S2

(

S3

(*\

5. Apakah Anda mewakili diri sendiri (individu)
atau mewakili instansi/lembaga atau
perusahaan? *

() Diri sendiri (individu)

/

() Instansi/lembaga atau perusahaan?

6. Nama instansi atau perusahaan *

7. Apa jabatan Anda di instansi atau perusahaan

tersebut? *
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8. Jika Anda adalah Pelaku usaha PBK, apa A2. IDENTITAS LAYANAN
kategori Anda? *

(Mohon menjawab pertanyaan berikut ini dengan memilih salah

O satu pilihan)

Bursa Berjangka

Lemb Kliring Berjangk:
O Lembga Kiring Berjangka 9. Apakah Anda menggunakan layanan

perizinan PBK sepanjang bulan Januari - Juni

O Bank Penyimpan Margin 20267 *
O Pialang Berjangka O Ya
C) Wakil Pialang Berjangka O Tidak

O Pedagang Berjangka

() Penyelenggara SPA 10. Berapa kali Anda menggunakan layanan

perizinan PBK sepanjang bulan Januari - Juni
- ? *

() Lembaga Pengelola Tempat Penyimpanan 2026
O 1-3kali

() Pedagang Pasar Fisik

] (O 4-6kali

O Penasehat Berjangka
() 7-9kali

O Wakil Penasehat Berjangka B
O >10kali

11. Kapan terakhir kali Anda menggunakan layanan
perizinan PBK? *

Q < 1 Bulan
O 1-3 Bulan
() 4-6Bulan
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A3 ASPEK TINGKAT KEPENTIN-
GAN LAYANAN PERIZINAN PBK

Rating menunjukkan penilaian anda terhadap aspek layanan. Se-
makin besar nilai yang diberikan berarti semakin penting hal
tersebut.

12. Seberapa penting
menurut Anda tentang kemudahan persyarata
n layanan yang diberikan di unit pelayanan ini?

13. Seberapa penting
menurut Anda tentang kemudahan prosedur
pelayanan yang dilaksanakan di unit pelayanan
iniz *

14.

Seberapa penting

menurut Anda tentang ketepatan waktu
pelayanan yang diberikan di unit pelayanan ini?
*

. Seberapa penting

menurut Anda tentang kewajaran biaya (jika
ada) untuk mendapatkan pelayanan di unit
pelayanan ini? *

. Seberapa penting

menurut Anda tentang kesesuaian antara
prosedur dengan pelaksanaan pelayanan yang
telah diberikan unit pelayanan ini? *

. Seberapa penting

menurut Anda tentang kompetensi (pengetah
uan, keahlian, keterampilan, dan
pengalaman) petugas dalam memberikan
pelayanan di unit pelayanan ini? *

18.

19.

20.

Seberapa penting

menurut Anda tentang ketanggapan petugas
dalam memberikan pelayanan di unit pelayanan
ini? *

Seberapa penting

menurut Anda tentang kesopanan dan
keramahan petugas dalam memberikan
pelayanan di unit pelayanan ini? *

Seberapa penting

menurut Anda tentang sarana penyampaian
saran dan pengaduan (kotak saran pengaduan,
email, telepon, tatap muka, surat)? *

21.

22.

23.

Seberapa penting

menurut Anda tentang tindak lanjut
pengaduan, pertanyaan dan feedback
saran yang diberikan oleh unit pelayanan ini? *

Seberapa penting

menurut Anda tentang ketersediaan
fasilitas pelayanan yang tersedia? (contoh
pelayanan offline: ruang tunggu dan sarana
prasarana lainnya. contoh pelayanan online:
sistem perizinan online dan proses/
mekanismenya). *

Seberapa penting menurut

Anda tentang kebersihan dan kenyamanan
ruang tunggu pada pelayanan yang tersedia
(untuk layanan offline)? *
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A4 ASPEK TINGKAT KEPUASAN LAYANAN
PERIZINAN PBK

Rating menunjukkan penilaian anda terhadap aspek layanan. Se-
makin besar nilai yang diberikan berarti semakin penting hal
tersebut.

24. Seberapa puas
Anda dengan kemudahan persyaratan layana
n yang diberikan di unit pelayanan ini? *

25. Seberapa puas Anda
dengan kemudahan prosedur pelayanan yang
dilaksanakan di unit pelayanan ini? *

26. Seberapa puas Anda dengan ketepatan waktu
pelayanan yang diberikan di unit pelayanan ini?

*

27. Seberapa puas Anda dengan kewajaran
biaya (jika ada) untuk mendapatkan pelayanan
di unit pelayanan ini? *

28. Seberapa puas Anda dengan kesesuaian antara
prosedur dengan pelaksanaan pelayanan yang
telah diberikan unit pelayanan ini? *

29. Seberapa puas Anda
dengan kompetensi (pengetahuan, keahlian,
keterampilan, dan
pengalaman) petugas dalam memberikan
pelayanan di unit pelayanan ini? *

30. Seberapa puas Anda
dengan ketanggapan petugas dalam
memberikan pelayanan di unit pelayanan ini? *

31. Seberapa puas Anda dengan kesopanan dan
keramahan petugas dalam memberikan
pelayanan di unit pelayanan ini? *

32. Seberapa puas Anda dengan sarana
penyampaian saran dan pengaduan (kotak
saran pengaduan, email, telepon, tatap muka,
surat)? *

33. Seberapa puas Anda dengan tindak lanjut
pengaduan, pertanyaan dan feedback
saran yang diberikan oleh unit pelayanan ini? *

34. Seberapa puas Anda dengan ketersediaan
fasilitas pelayanan yang tersedia? (contoh
pelayanan offline: ruang tunggu dan sarana
prasarana lainnya. contoh pelayanan online:
sistem perizinan online dan proses/
mekanismenya). *

35. Seberapa
puas menurut Anda tentang kebersihan dan
kenyamanan ruang tunggu pada pelayanan
yang tersedia (untuk layanan offline)? *
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AS5. ASPEK PELAKSANAAN TUGAS DAN B. Kritik dan Saran
FUNGSI BAPPEBTI DALAM MEMBERIKAN
LAYANAN PBK

Rating bintang menunjukkan penilaian anda terhadap aspek pelak-
sanaan tugas dan fungsi.

39. Kritik dan saran Anda untuk Bappebti dalam
meningkatkan pelayanan agar lebih prima dan

36. Menurut Anda, apakah Bappebti telah
memuaskan *

melakukan perannya secara optimal dalam
melakukan pengaturan, pengembangan,

pembi 1 dan peng preventif dalam
kegiatan PBK sesuai prosedur yang telah
ditetapkan? *

w w w w

37. Menurut Anda, apakah Bappebti telah
secara aktif bekerja sama dengan pelaku
usaha PBK, Kementerian dan Lembaga
terkait dalam pengaturan, pengembangan,
pembinaan dan pengawasan kegiatan PBK? *

w w w w

38. Menurut Anda, upaya apa yang dapat
dioptimalkan oleh Bappebti dalam
meningkatkan kinerja PBK di Indonesia? *
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